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ABSTRAK 

Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyusunan APBD Kota 

Sibolga Tahun 2007 

Agustinus Hutabarat 

Universitas Terbuka 

Kata kunci : Keuangan publik, Anggaran berbasis kinerja, Anggaran pemerintah. 

Reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia ditandai dengan pergeseran 
orientasi dan paradigma penganggaran dari menghabiskan menjadi menghasilkan. 
Sistem penganggaran line item dan incremental budgeting yang digunakan selama 
pemerintahan orde baru dieliminasi dan diganti dengan sistem anggaran berbasis 
kinerja. Implementasi anggaran berbasis kinerja di daerah menghadapi berbagai 
masalah dan tantangan yang tidak ringan. 

Pemerintah kota (Pernkot) Sibolga melalui kebijakan umum APBD (KUA) 
menetapkan bahwa penyusunan APBD tahun 2007 menggunakan anggaran berbasis 
kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi 
anggaran berbasis kinerja di pemkot Sib olga. 

Penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan metode pengumpulan data 
melalui metode dokumentasi, wawancara dan kajian pustaka. Dokumen yang digunakan 
adalah dokumen penganggaran tahun 2007 yang terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD), Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon 
Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(RKA-SKPD) dan APBD yang dimiliki oleh Pernkot Sibolga. Wawancara digunakan 
untuk mengklarifikasi sistem penyusunan APBD Kota Sibolga berdasarkan dokumen 
penganggaran sedangkan kajian pustaka digunakan untuk menyesuaikan penyusunan 
APBD Kota Sibolga dengan konsep anggaran berbasis kinerja. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemkot Sibolga dalam 
mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja masih sebatas pada penyesuaian 
struktur anggaran. Pemkot Sibolga belum memiliki instrumen anggaran berbasis kinerja 
seperti Standar Analasis Biaya (SAB) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
Dokumen penganggaran yang terdiri dari KUA, PP AS dan RKA-SKPD disusun setelah 
APBD Kota Sibolga Tahun 2007 ditetapkan yang mengakibatkan asimetris antara 
perencanaan dengan anggaran. Alokasi dana untuk program dan kegiatan dalam APBD 
Kota Sibolga Tahun 2007 tidak mendukung tercapainya visi dan misi yang telah 
ditetapkan. Dana dalam APBD Kota Sibolga Tahun 2007 masih lebih besar 
dialokasikan untuk kepentingan aparatur dibandingkan dengan alokasi dana untuk 
rakyat. 
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ABSTRACT 

Implementation of Performance Budgeting Policy How It Runs In The Regional Income 

And Expenditure Budget (APBD) The 2007 Sibolga City 

Agutinus Hutabarat 

Universitas Terbuka 

Keywords: Public financial, Performance budgeting, Government budgeting, 

The territory finance reformation management in Indonesia might be marked by the 
orientation budgeting and the estimation approximation from spending turn to 
producing, The line item and incremental budgeting friction system that had been used 
by the new order regime was complicated and changed to performance budgeting 
system. In the certain territory was to confront the hard problems. 

The Sibolga Government undergoes the General Budget Policy (KUA) had 
determined the forming of the 2007 Regional Income and Expenditure Budget (APBD) 
exploting the Performance Budgeting. The purpose of this research is to know how the 
implementation of the performance budgeting ran in Sibolga Government. 

This research has the descriptive specimen and the data accumulation method, 
through documentation method, intervieu and the study of the libraries. The document 
that was used should be the year 2007 budgeting that consisted of Local Government 
Work Plan (RKPD), General Budget Policy (KUA), Temporary Ceiling Priority 
(PPAS), Work and Budget Plan-Local Government Technical Department (RKA­
SKPD) and Regional Income and Expenditure Budget (APBD) which belonged to 
Sibolga government. Intervieu is used to have forming system clarification of Sibolga 
APBD based on the budgeting document while the study of the libraries should be to 
adapt the forming of Sibolga APBD with the performance budgeting concept. 

The result of the research showed that Sibolga government in carrying out the 
performance budgeting was just as far as the budgeting structure. Sibolga government 
hasn't got the performance budgeting instrument as the Expense analyst Standard 
(SAB) and the Minimal Service Standard (SPM). The Budgeting document consisted of 
KUA, PPAS, and RKA-SKPD was arranged after the appointed of Sibolga APBD the 
year 2007 that caused the asymmetry between the planning and the budgeting. The 
finance allocation was programmed and activated in the Sibolga APBD the year 2007 
hasn't supported reached the visi and misi which was well planned. The year 2007 fund 
of Sibolga APBD was still bigger prepared for the government functionary than for the 
Sibolga citizens. 
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KATA PENGANTAR 


Rahmat dan Berkat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah dilimpahkan kepada setiap 

manusia terutama kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir 

Program Magister (TAPM) ini dengan judul Implementasi Kebijakan Anggaran 

Berbasis Kinerja Dalam Penyusunan APBD Kota Sibolga Tahu 2007. Penyusunan 

TAPM ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk dapat menyelesaikan 

pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Terbuka. 

Era reformasi yang sedang berjalan di Indonesia saat ini menghendaki terciptanya 

transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam setiap 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama dalam pengelolaan 

keuangan negaraldaerah. Desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah diharapkan 

mampu meningkatkan akselerasi penyelenggaran pembangunan secara merata di 

seluruh wilayah Indonesia. Anggaran negara maupun daerah memiliki posisi strategis 

untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pembangunan sesuai visi misi 

pemerintah sem berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat. Untuk 

itu dibuluhkan inovasi pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Anggaran berbasis 

kinerja dianggap mampu mewujudkan cila-cila reformasi dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Anggaran berbasis kinerja temyata tidak dengan mudah dapat 

diimplementasikan di daerah yang disebabkan terbatasnya kemampuan daerah unluk 

mengikuti dan melaksanakan sistim administrasi modem. Aspek inilah yang kemudian 

perlu dijadikan sebagai bahan penelitian. 
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BABII 


TINJAUAN PUST AKA 


A. Kajian Teoritik 

1. Pengertian Anggaran 

Pengertian anggaran menurut Welsch Hilton Gordon (1981:1) yang disebllt 

dengan perencanaan dan pengendalian laba yang menyeluruh adalah "perencanaan 

dan pengendalian laba yang secara luas merupakan pendekatan yang bersifat 

sistematis dan formal dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi dan pengawasan 

terhadap tanggung jawab manajemen". Fungsi perencanaan dalam anggaran 

menllrut Garrison & Noreen (2003) melibatkan pengembangan tlljuan dan 

mempersiapkan berbagai anggaran llntuk mencapai tujuan tersebut. 

Mardiasmo (2002:61) menyatakan bahwa 

"anggaran merupakan pemyataan men genal estimasi kinerja yang hendak 
dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial 
sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan 
suatu anggaran". 

Anggaran menjadi alaI unluk mengetahui tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 

oleh suatu organ isasi untuk jangka waktu tertentu sedangkan penganggaran 

merupakan proses menyusun dan menatausahakan program dan kegiatan sesuai 

dengan alokasi dana yang tersedia. 

Sementara menurut Bastian (2005: 163) "anggaran dapat diinterpretasikan 
sebagai paket pemyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang 
diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode yang akan datang". 

Balk Mardiasmo maupun Bastian menyatakan bahwa anggaran memiliki batas 

waktu. Hal ini memudahkan para pihak yang berkompeten dalam penyusunan 

anggaran untuk melakukan estimasi yang akurat serta mengevaiuasl pelaksanaan 
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anggaran periode sebelumnya. George R. Terry (1960:561) mengatakan pengertian 

anggaran adalah "A budget is an estimate offuture needs, arranged according to an 

orderly basis, covering some of all of the activities of an enterprise for a definite 

period of time". Anggaran adalah perkiraan akan kebutuhan yang akan datang, 

menata pencatatan yang rapi, melaksanakan kegitan organisasi untuk suatu periode 

tertentu. 

Dalam penyusunan anggaran (Nafarin, 2004), "beberapa hal yang terkait 

dengan prilaku para pelaksana angaran perlu diperhatikan, yaitu: 

1. 	 Anggaran harus dibuat serealistis dan secermat mungkin, artinya tidak 
terlalu rendah atau terlalu tinggi. Anggaran yang terlalu rendah tidak 
menggambarkan kondisi yang dinamis, sedangkan anggaran yang terlalu 
tinggi hanyalah angan-angan belaka. 

2. 	 Untuk memotivasi manajer pelaksana, diperlukan adanya partisipasi dalam 
penyusunan anggaran. 

3. Anggaran 	 yang dibuat harus mencerminkan prinsip keadilan, sehingga 
pelaksana anggaran tidak merasa tertekan, tetapi terrnotivasi untuk mencapai 
tujuan anggaran. 

4. 	 Laporan realisasi anggaran perlu disajikan secara akurat dan tepat waktu, 
sehingga bila terdapat penyimpangan yang bersifat merugikan dapat 
diantisipasi sejak dini", 

Penyusunan anggaran tidak hanya berpedoman pada program dan kegiatan yang 

telah ditetapkan tetapi juga harus memperhitungkan setiap belanja dengan cerrnat 

sehingga tidak terdapat program ataupun kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan 

akibat kekurangan anggaran dan sebaliknya terdapat pemborosan alokasi anggaran 

untuk kegiatan lain. 

Jones & Pendlebury (1988) dalam Ikhsan,dkk (2006:9.5) menyatakan secara 

lebih luas, 

"anggaran dapa! didefinisikan sebagai suatu alokasi 'sumber-sumber daya 
(resources) yang dibuat secara terencana (dengan demikian anggaran dapa! pula 
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dikatakan sebagai suatu rencana), mengenai berbagai hal atau aktivitas yang 
akan dilakukan pada masa yang akan datang, yang didasarkan pada sejumlah 
variabel penting, yang ditujukan untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu, 
dengan mengaitkan antara penerimaan-penerimaan yang diperkirakan dengan 
pengeluaran-pengeluaran yang direncanakan, serta menjadi sualu dasar atau 
basis untuk mengukur dan mengontrol pengeluaran dan pendapalan". 

Dari berbagai defenisi diatas dinyatakan bahwa anggaran merupakan dokumen 

yang berisi angka-angka yang diprediksi akan diperoleh dan akan digunakan untuk 

satu jangka waktu lertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran 

adalah suatu instrumen yang menggambarkan kebijakan manajemen yang dinyatakan 

dalam bentuk angka-angka yang dibuat secara sistematis dan terencana dengan 

mengintegrasikan dan mengalokasikan seluruh sumber daya (resources) ke dalam 

berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

2. Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan suatu kata yang populer semenjak dideklarasikannya 

otonomi daerah di Indonesia. Setiap daerah dituntut untuk dapat meningkatkan 

kinerjanya dalam pelayanan kepada masyarakat sehubungan dengan meningkatnya 

alokasi dana kepada masing-masing daerah. 

Kinerja adalah proses alau aktivitas untuk mencapai prestasi kerja. Kinerja 

bukanlah merupakan tujuan letapi proses unluk mencapai tujuan. Burkhead 

(1956:142) menyalakan "Work performed is the process or the activity; 

accomplishment is the end product and. as noted. the end product may or may not be 

a significant measure of the character of the program". Definisi lersebul 

menginterpretasikan bahwa kinerja bukanlah hasil tetapi usaha untuk mendapatkan 

hasil sedangkan prestasi kerja merupakan ukuran dari keberhasilan suatu program. 
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Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Stephen P. Robbins (1986:41 O) dalam 

Rai (2008:41) "kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah 

dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama". Pengertian 

tersebut menggambarkan bahwa kinerja merupakan hasil atas pekerjaan atau 

aktivitas yang telah dijalankan. Kinerja baru dapat dinilai setelah pekerjaan 

memberikan hasil dan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Rogers (1994) dalam Mahmudi (2005:6) menyatakan 

"Beberapa pihak berpendapat bahwa kinerja mestinya didefinisikan sebagai nasil 
kerja itu sendiri (outcomes 0/ work), karena hasil kerja memberikan 
keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan 
pelanggan, dan kontribusi ekonomi". 

Rogers juga berpendapat bahwa kinerja tersebut adalah hasil dari pekerjaan karena 

berkaitan dengan tujuan organisasi. Kinerja memang berkaitan dengan tujuan 

organisasi tetapi bukan sebagai hasil melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Purbokusumo (2005:103) menyatakan definisi kinerja lebih khusus pada 

organisasi publik. 

"kinerja organisasi publik dapat didefinisikan sebagai hasil akhir (output) 
organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam 
pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak pengguna jasa 
organisasi, sesuai dengan visi dan misi organisasi, berkualitas, ad ii, serta 
diselenggarakan dengan saran a dan prasarana yang memadahi". 

Menurut Purbokusumo kinerja organisasi publik merupakan hasil akhir yang 

disesuaikan dengan tujuan organisasi serta visi dan misi yang telah ditetapkan oleh 

organisasi terse but. 
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Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah aktivitas 

atau usaha melaksanakan program dan kegiatan untuk memperoleh hasil akhir sesuai 

dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan organisasi. 

3. Anggaran Organisasi Publik 

Penganggaran pada organisasi publik yang berorientasi pada pelayanan terhadap 

masyarakat bersifat tcrbuka serta cenderung dipengaruhi oleh iklim politik dalam 

suatu negara. Hal ini menyebabkan penyusunan anggaran dalam organisasi publik 

lebih kompleks dibandingkan dengan penyusunan anggaran pada organisasi privat. 

Mardiasmo (2002:62) menyatakan "anggaran publik berisi rencana kegiatan yang 

direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam 

satuan moneter'". Dalam benluk yang paling sederhana anggaran publik merupakan 

suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang 

meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aklivilas. Lebih lanjut 

Mardiasmo (2002 :61) menyatakan bahwa 

"penganggaran merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa 
politik yang tinggi. Hal tersebut berbeda dengan panganggaran pada sektor 
swasta yang relalif kedl nuansa politisnya. Pada sektor swasta, anggaran 
merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertulup untuk publik, namun 
sebaliknya pada sektor publik anggaran juslru harus diinformasikan kepada 
publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran seklor 
publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan 
pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Dengan 
demikian penganggaran pada sektor publik memiliki karekteristik yang 
berbeda dengan penganggaran pada sektor privat {swasta)". 

Penyusunan anggaran pada seklor publik melibalkan banyak pihak mulai dari 

eksekutif sebagai penyusunan anggaran, legislatif sebagai pihak yang melegitimasi 

berjalannya anggaran dan masyarakat luas sebagai stalreholders. Anggaran memuat 
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berbagai kegiatan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak yang terlibat serta 

dalam penyusunannya melalui beberapa tahapan. Setiap tahapan daJam penyusunan 

anggaran membutuhkan kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif. 

DaJam usaha mencapai kesepakatan tersebut terkandung nuansa politis karena 

masing-masing pihak seeara bersama-sama mempertahankan kepentingannya. Pihak 

eksekutif berkepentingan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dan 

pembangunan sesuai dengan visi dan misinya sedangkan pihak legislatif 

berkepentingan untuk memuaskan masyarakat pendukung masing-masing partai 

yang memiliki wakil di DPRD. Hal ini mengakibatkan tahapan penyusunan anggaran 

publik membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Anggaran sektor publik memiJiki beberapa karakteristik yang membedakannya 

dengan anggaran sektor privat. Menurut Bastian (2006: 166) "karekateristik anggaran 

sektor publik adalah sebagai berikut : 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan. 
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa 

tahun. 
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai 

sasaran yang ditetapkan. 
4. Usulan anggaran 	 ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 

tinggi dari penyusun anggaran. 
5, Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu", 

Anggaran sektor publik menggambarkan kegiatan pemerintah dalam upaya 

memenuhi kebutuhan masyarakal sebagai stakeholders. Oleh sebab itu setiap 

anggaran publik harus berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dan bukan hanya 

untuk memenuhi kebutuhan implementator serta meningkatkan wibawa pemerintah. 

Anggaran menjadi sangat esensial dalam upaya menghapus kemiskinan (deslitusO 
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dan meningkatkan kesejateraan masyarakat meJaJui program pemerintah dengan 

meJibatkan masyarakat. Penyusunan anggaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang diterima secara umum. 

4. Prinsip-Prinsip dan Fungsi Penganggaran 

Shafritz dan Russels (1997) daJam Bastian (2006: 178) mengungkapkan bahwa 

"sejumlah prinsip sistem penganggaran sudah mengacu pada perkembangan terakhir 

dalam masyarakat, yaitu : 

Prinsip pertama, demokratis, mengandung makna bahwa anggaran negara (di 
pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah), baik yang berkaitan dengan 
pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeJuaran, harus ditetapkan melalui 
suatu proses yang mengiklltsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, seJain 
harns dibahas dan mendapatkan persetujuan dari Jembaga perwakiJan rakyat. 
PrinSip kedua, adil, berarti bahwa anggaran negara harusJah diarahkan seeara 
optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional, dialokasikan 
bagi semua keJompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutllhannya. Prinsip 
ketiga, transparan, yaitll proses pereneanaan, pelaksanaan, serta 
pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, 
tetapi juga oleh masyarakat umum. Prinsip keempat, bermoral tinggi, berarti 
bahwa pengelolaan anggaran negara harus berpegang pada peraturan perundangan 
yang berlaku, dan juga senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi. 
Prinsip kelima, berhati-hati, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus 
dilakukan secara berhati-hati, karenajumlah sumber daya yang terbatas dan mahal 
harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang 
negara. Prinsip keenam, akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan negara 
haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara intern maupun ekstern 
kepada rakyat". 

Keenam prinsip penganggaran di atas menggantikan prlnslp penganggaran 

tradisional yang dikenal dengan The three Es yaitu ekonomis, efisien dan efektif. 

Ekonomis hanya berkaitan dengan input, efektivitas hanya berkaitan dengan output 

sedangkan efisiensi berkaitan antara input dan output. 

Sebagai alat pemerintah yang digunakan dalam menggerakkan roda 

pemerintahan dan pembangunan, anggaran dalam organisasi publik memiliki 
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beberapa fungsi. Menurut Mardiasmo (2002: 183) "fungsi utama anggaran daerah 

adalah sebagai berikut : 

a. 	 Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan. 
b. 	 Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian. 
c. 	 Anggaran sebagai alat kebijakan liskal 
d. Anggaran sebagai alat politik 
e. 	Anggaran sebagai alat koordinasi anlar unil kerja dalam organisasi Pemda 

yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. 
f. 	Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja. 
g. 	Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajemen 

Pemda agar beketja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai 
target kinerja. 

h. 	 Anggaran dapat juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang 
publik (public sphere), dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran harus 
melibatkan seluas mungkin masyarakat". 

Berdasarkan fungsi utama anggaran tersebut maka anggaran memiliki arti 

penting dalam sistem keuangan daerah. Anggaran mengintegrasikan perencanaan, 

kinerja dan estimasi hasil yang akan dicapai melalui berbagai kebijakan serta 

partisipasi masyarakat dalam proses penyusunannya. Walaupun tidak semua aspek 

kehidupan masyarakat tercakup dalam anggaran daerah tetapi anggaran dapat 

membantu menentukan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan prinsip 

anggaran merupakan hal yang pokok dalam penyusunan anggaran. Prinsip anggaran 

adalah pedoman bagi setiap organisasi untuk menciptakan suatu anggaran yang ideal 

sehingga memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat. 

5. 	Jenis-Jenis Anggaran 

Anggamn dalam organisasi publik terdiri dari beberapa jenis antam lain: 

a. 	 Anggaran inkremental (incremental budgeting) 

Anggaran inkremental diklasifikasikan sebagai anggaran konservatif karena 

sudah lama digunakan dan bentuknya yang sederhana serta mudah untuk 
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mempersiapkannya. Penyusunan Anggaran inkremental hanya menyesuaikan 

jumlah dana untuk semua item-item dalam anggaran tahun sebelumnya . 

Mardiasmo (2002:76) menyatakan 

"anggaran inkremental (incremental budgeting), yaitu hanya menambah atau 
mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada 
sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar 
untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa 
dilakukan kajian yang mendalam". 

PengeJolaan dan pelaksanaan anggaran dalam sistem anggaran inkremental 

dilakukan dengan menitikberatkan pada kemampuan menghabiskan jumlah dana 

yang tersedia dalam anggaran yang telah ditetapkan bukan pada output yang 

dihasilkan dari jumlah dana yang digunakan. Hal ini berimplikasi pada rendahnya 

alokasi anggaran yang dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai stakeholders. 

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana anggaran didasarkan pada 

kelengkapan administratif bukan pada hasil. Penerapan prinsip anggaran 

berimbang dan dinamis yang selama pemerintahan orde baru diimplementasikan 

di Indonesia merupakan cerminan dari model anggaran inkremental. 

b. Anggaran line item (line item budgeting) 

Sistem penganggaran yang menggunakan model line item menetapkan item-

item anggaran penerimaan dan belanja terlebih dahulu. Model anggaran ini 

hampir sarna dengan anggaran inkremental yang menyesuaikan jumlah lenenlu 

pada jumlah anggaran yang lalu atau yang sedang berjalan. Jenis anggaran ini 

relatif dianggap paling tua dan diklasifikasikan sebagai anggaran tradisional. 

Bastian (2006: 166) menyatakan bahwa Hline item budgeting adalah 

penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal (pos-pos 
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penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran)". 

Lebih lanjut Bastian (2006: 167) menyatakan bahwa 

"line ilem budgeting mempunyai sejumlah karakteristik penting, dimana 
tujuan utamanya adalah untuk melakukan kontrol keuangan, dan sangat 
berorientasi pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan 
incremental (kenaikan bertahap) dan tidak jarang dalam prakteknya 
memakai 'kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran' sebagai 
salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi". 

Model anggaran ini tidak memberikan informasi tentang hasH atau kinerja tetapi 

hanya sebatas pada aspek administratifnya saja karena berorientasi pada input 

organisasi dan menghabiskan anggaran yang tersedia. 

Kedua model anggaran diatas yaitu anggaran inkremental (incremental 

budgeting) dan anggaran line item (line item budgeting) disebut dengan anggaran 

tradisional. Menurut Mardiasmo (2002:78), "anggaran tradisional memiliki 

berbagai kelemahan, antara lain: 

I. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan 
rencana pembangunan jangka panjang. . 

2. 	Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak 
pemah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. 

3. 	 Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan 
anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat 
kebijakan dan pilihan sumber-sumber daya, atau memonitor kinerja. 
Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, 
bukan apakah tujuan tercapai. 

4. 	Sekat-sekat an tar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara 
keseluruhan sufit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan 
konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. 

5. 	Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran 
modal/investasi. 

6. 	Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut 
sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut 
dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan 
kolusi). 
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7. 	 Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak 
memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai 
akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack. 

8. 	Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan 
mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya 
dilakukan revisi anggaran dan 'manipulasi anggaran'. 

9. 	Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang 
menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah 
dan tindakan". 

c. 	 Anggaran berbasis nol (zero based budgeting - ZBB) 

Model anggaran berbasis nol dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan dan 

kelemahan dalam sistem anggaran tradisional. Dalam model anggaran berbasis 

nol, penyusunan anggaran setiap tahunnya diasumsikan dimulai dari yang baru 

sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran disusun bukan berpatokan pada 

anggaran tahun sebelumnya. 

Nordiawan (2006:66) menyatakan pendekatan pembuatan anggaran ini adalah 

"bahwa setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun 

sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan". Setiap aktivitas harus 

dievaluasi setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan 

tahun ini dengan melihat kontribusi yang diberikannya kepada tujuan organisasi. 

Evaluasi aktivitas tahun sebelumnya akan memerlukan sumber daya dan 

kertas kerja yang banyak sehingga penyusunan anggaran basis nol tidak praktis 

dan membutuhkan biaya dalam jumlah yang besar serta membutuhkan waktu 

yang cukup lama. 
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d. Pendekatan sistem perencanaan, program dan anggaran terpadu (planning. 

programming and budgeling ;yslem - PPBS) 

Sebagaimana halnya dengan model anggaran berbasis nol, planning, 

programming and budgeting system (PPBS) yang dikembangkan pada tahun 1960 

juga dimaksudkan untuk menganulir kelemahan anggaran tradisional. Penyusunan 

anggaran model PPBS menekankan pada program dan kegiatan berdasarkan cost 

and benefit analysis yang mengukur manfaat dar] penggunaan dana dalam 

pelaksanaan program. Woelfel (1987:36) dalam Ikhsan, dkk (2006:9.29) 

menyatakan "PPBS merupakan teknik manajerial yang didisain untuk memadukan 

proses perencanaan dengan pengalokasian dana dengan cara sedemikian rupa 

sehingga sulit untuk mengalokasikan dana tanpa adanya perencanaan". 

PPBS menitikberatkan pada perencanaan yang mengarah pada 

operasionalisasi dan pengawasan anggaran pada suatu unit kerja. PPBS 

merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang 

berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi 

sumber daya berdasarkan anal isis ekonomi. 

e. Anggaran Berbasis Kinerja (Performance budgeting) 

Anggaran berbasis kinerja (performance budgeting) diperkenalkan pertama 

sekali di Amerika S~rikat pada tahun 1949 yang kemudian dikembangkan pada 

reformasi anggaran tahun 1990-an dalam konteks refonmasi administrasi publik. 

Badan anggaran Amerika Serikat (U.S Bureau of the Budget) dalam Burkhead 

(1956: 142) menyatakan defenisi anggaran berbasis kinerja sebagai berikut : 
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"A performance budget is one which presents the purposes and objectives for 
which funds are required, the costs of the programs proposed for achieving 
those objectives, and quantitative data measuring the accomplishments and 
work performed under each program ". 

Defenisi tersebut menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan 

suatu penganggaran yang menyesuaikan antara tujuan dan sasaran dengan dana 

yang dibutuhkan, biaya dan masing-masing program untuk mencapai sasaran dan 

pengukuran data kuantitatif dad prestasi kerja dan kinerja dari setiap program. 

Dengan demikian pengukuran prestasi dengan pengukuran kinerja bukanlah suatu 

hal yang sarna. Kinerja adalah proses atau aktivitas sedangkan prestasi adalah 

akhir dari proses atau kinerja tersebut. Produk akhir dapat atau tidak dapat 

digunakan sebagai ukuran penting dari karakter program. Anggaran berbasis 

kinerja bukan berorientasi pada hasil tetapi lebih mengutamakan proses 

penyusunan anggaran itu sendiri untuk memperoleh prestasi kerja yang 

diharapkan. Proses tersebut dimulai dari pereneanaan program dan kegiatan, 

kebijakan untuk meneapai hasil yang diharapkan, dana yang tersedia untuk 

melaksanakan kegiatan hingga tersusunnya suatu anggaran yang realistis dan 

dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Perencanaan publik merupakan suatu proses interaksi antara birokrasi 

perencanaan dengan publik yang bersifat majemuk. Proses ini terjadi seeara terus 

menerus sesuai dengan dinamika sosial ekonomi dan politik di masyarakat. 

Masing-masing departemen dalam pemerintahan membuat perencanaan program 

dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan tetap 

lTIemperhitungkan jumlah alokasi anggaran yang tersedia. Untuk lebih jelas 
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tentang klasifikasi kinerja menurut Burkhead (1956:148) dapat dilihat pada 

gam bar 2.1 berikut : 

Gambar 2.1 Performance Classification 

Functions 

Departments and Agencies 

Activities 

Objects 

Gambar 2.1 menggambarkan melalui fungsi masing-masing departemen disusun 

program yang menghasilkan kinerja masing-masing unit yang ditentukan melalui 

aktivitas dan produk akhir untuk mencapai sasaran. Dengan demikian kinerja 

merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. 

Menurut Mardiasmo (2002: 1 05) "performance budget pada dasamya adalah 

sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada 

pencapaian hasil atau kinerja". Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan 

efektivitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik. 

Selanjutnya Mardiasmo (2002: 132) menyatakan bahwa 
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"Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. 
Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara 
output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). 
Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk 
atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan 
dana yang serendah-rendahnya (spending well). Pengertian efektivitas pada 
dasamya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan 
(hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan 
tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan 
efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan 
(spending wisely)". 

Anggaran berbasis kinerja memiliki konsep bahwa setiap biaya yang dikeluarkan 

harus dapat dibandingkan secara kuantitatif dengan kinerja. Untuk mengukur 

kinerja keuangan Pemda perJu dikembangkan Standar Analisis Belanja (SA B), 

Tolok Ukur Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

Woelfel (1987:36) dalam Ikhsan, dkk (2006:9.20) menyatakan "performance 
budgeting adalah suatu struktur anggaran yang (I) terfokus pada aktivasi atau 
fungsi penciptaan suatu produk atau hasil dan darimana sumber daya yang 
digunakannya, serta (2) menunjukkan proses penganggaran yang berupaya 
mengaitkan antara tujuan organisasi dengan penggunaan sumber dayanya. 
Dalam hal ini prinsip anggaran terfokus pada peningkatan efisiensi dengan 
cara pengklasifikasian aktivitas dan pengukuran biaya (cost)". 

Dengan demikian baik Burkhead, Mardiasmo maupun Woelfel berpendapat 

bahwa dalam anggaran berbasis kinerja fokus utamanya adalah proses yang 

merupakan suatu aktivasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

Dalam penjelasan PP nomor 105 tahun 2000 dinyatakan bahwa anggaran 

dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan 

upaya pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang 

ditetapkan. Berdasarkan pengertian terse but, setiap input yang ditetapkan dalam 

anggaran harus dapat diukur hasilnya dan pengukuran hasil bukan pada besamya 

dana yang telah dihabiskan sebagaimana yang dilaksanakan pada sistem 
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penganggaran tradisional (line-item & incremental budget) tetapi berdasarkan 

pada tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. Bastian (2006: 171) menyatakan 

bahwa 

"performance budgeting (anggaran yang berorientasi pada kinerja) adalah 
sistem penganggaran yang berorientasi pada 'output' organisasi dan berkaitan 
sangat eral dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. 'Performance 
budgeting' mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit 
organisasi semata dan memakai 'output measurement' sebagai indikator 
kinerja organisasi". 

Berdasarkan pengertian anggaran berbasis kinerja menurut Bastian, komponen­

komponen visi, misi dan rencana strategis merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian penyusunan 

anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistem adaministrasi publik yang 

telah ditata dengan baik, konsisten dan terstruktur sehingga kinerja anggaran 

dapat dicapai berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Melalui 

pengukuran kinelja, manajemen dapat menentukan keberhasilan dan kegagaJan 

suatu unit organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan untuk selanjutnya 

memberikan penghargaan (reward) untuk keberhasilan atau hukuman 

(punishment) untuk kegagalan. 

Ketiga model anggaran yang dijelaskan terakhir yaitu zero based budgeting 

(ZEB), planning, programming budgeting system (PPBS) dan performance budgeting 

diklasifikasikan sebagai anggaran new public management. Penulisan lesis ini 

difokuskan pada performance budgeting (anggaran berbasis kinerja-ABK) yang 

diimplementasikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia pada era 

refonnasi. 
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Berdasarkan uraian tersebul diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis 

kinerja adalah suatu sislem penyusunan anggaran dengan mengintegrasikan seluruh 

sumber daya dan mengalokasikannya kepada berbagai program dan kegiatan yang 

terukur untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka mencapai visi dan 

misi yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan. Dengan demikian 

perencanaan dan penganggaran merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. 

6. Tahapan Anggaran Organisasi Sektor Publik 

Pembuatan anggaran organisasi sektor publik merupakan suatu proses yang 

berkelanjutan yang membentuk suatu siklus. Spicer and Bingham (1991) dalam 

Mardiasmo (2002: l08) menyatakan bahwa "siklus anggaran daerah meliputi empat 

tahap yang terdiri atas planning and preparation, approval/ratification, 

implementaton, dan reporting and evaluation". 

a. Tahap planning and preparation (perencanaan dan persiapan) 

Tahap perencanaan dan persiapan berkaitan erat dengan estimasi yang 

memerlukan kejujuran semua pihak yang terlibat dalam pembuatan anggaran. 

Mardiasmo (2002: 109) menyatakan "dalam persoalan estimasi khususnya 

estimasi pendapatan, diakui bahwa faklor ketidakpastian cukup tinggi terutama 

estimasi pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi 

Umum (DAU)". Tingginya unsur kelidakpastian (uncertainty) dalam lahap 

perencanaan dan persiapan menyebabkan daerah dalam menyusun anggarannya 

cenderung lebih memenuhi aturan yang berlaku daripada memenuhi kebutuhan 

daerah. Oleh sebab itu, manajer keuangan daerah harus memahami betul 

penentuan besamya suatu mata anggaran. 
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Perencanaan pengeluaran khususnya pengeluaran untuk belanja modal dan 

investasi, peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sesuai 

dengan tugas dan wewenangnya memiliki posisi yang strategis. Bappeda berperan 

untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) 

sesuai tingkatan wilayah pemerintahan yang merupakan refleksi pendekatan 

perencanaan dad bawah (boltom up planning approach) dengan tetap mengacu 

pada arah kebijakan pembangunan pemerintah atasan. 

Perencanaan pengeluaran belanja non belanja modal dan investasi 

diestimasi oleh masing-masing kepala unit kerja yang dikoordinir Sekretaris 

Daerah sebagai koordinator tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Dalam 

melakukan estimasi terhadap belanja ini, pimpinan unit kerja harus 

mempertimbangkan faktor-faktor efisiensi, efeklivitas dan ekonomi alas semua 

estimasi belanja yang diusulkan dan meninggalkan paradigma penganggaran line­

item dan incremental budgeting. 

b. Tahap approval/ratification (ratifikasi) 

Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

mengamanatkan adanya pemisahan fungsi yang jelas antara eksekutif dengan 

legislatif. Pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah lebih berperan sebagai 

pihak yang mengajukan anggaran yang telah disusun dan pihak legislatif dalam 

hal ini DPRD berfungsi sebagai pihak yang menerima atau yang menolak (dapat 

juga menentukan) anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif. 

Dad perspektif legislatif, DPRD memiliki kepentingan atas anggaran yang 

telah disusun oleh pihak eksekutif. Hal ini disebabkan, anggaran DPRD 
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diletakkan di APBO sehingga legislatif berkepentingan untuk meningkatkan 

alokasi belanja untuk kelompoknya. Kondisi ini tentunya akan menimbulkan 

perdebatan atas program dan angka-angka yang telah ditetapkan pihak eksekutif 

dalam APBO sehingga proses ratifikasi APBO biasanya memerlukan waktu yang 

cukup lama. 

Oleh sebab itu, pada tahap ini kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan daerah sekaligus mewakili pihak eksekutif harus memiliki 

political skill, salesmanship dan coalition building yang memadai. Eksekutif 

harus memiliki kemampuan untuk memberikan argumentasi yang rasional, akurat 

dan ilmiah sena mampu untuk menjawab bantahan-bantahan dari pihak legislatif. 

Mardiasmo (2002:72) menyatakan bahwa tahap ini merupakan tahap yang 

melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup be rat. 

Pada tahap ratifikasi ini, selain ratifikasi terhadap anggaran induk (initial 

budget) termasuk juga ratifikasi terhadap perubahan anggaran (revised budget). 

Setelah melalui tahap ratifikasi, maka APBD ditetapkan dengan peraturan daerah 

dan keputusan kepala daerah dan menjadi dokumen keuangan daerah yang 

berkekuatan hukum sena dipublikasikan kepada rakyat sebagai stakeholders. 

c. Tahap implementation (implementasi) 

Tahap implementasi dilaksanakan setelah APBD ditetapkan dengan 

peraturan daerah (perda) dan keputusan kepala daerah. Tahap implementasi 

memerlukan berfungsinya secara maksimal institusi pengawasan di daerah dalam 

hal ini inspektorat daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
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penyimpangan penggunaan dana anggaran oleh unit kerja yang tidak sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Dalam tahap implementasi sering terjadi perubahan anggaran. Perubahan 

anggaran terjadi apabila ada kondisi yang luar biasa (extra ordinary). Walaupun 

demikian perubahan anggaran bukanlah hal yang pokok dalam pelaksanaan 

anggaran. Melalui perencanaan yang baik dan estimasi yang akurat, perubahan 

anggaran dapat dihindarkan. Namun dalam pelaksanaan anggaran, perubahan 

anggaran merupakan suatu kebiasaan dan menjadi suatu keharusan untuk 

melakukan perubahan dalam tahun berjalan. Hal ini disebabkan masih lemahnya 

perencanaan anggaran oleh eksekutif. 

d. Tahap reporting and evaluating ( pelaporan dan evaluasi) 

Tahap pelaporan dan evaluasi merupakan tahap akhir dalam siklus anggaran 

daerah. Tahap ini akan berjalan dengan baik apabila sistem informasi akuntansi, 

sistem pengendalian manajemen dan sistem informasi keuangan daerah telah 

dilaksanakan sesuai ketentuan. Laporan yang disusun oleh pihak eksekutif 

disampaikan kepada legislatif (DPRD), masyarakat, pemerintah pusat dan pihak­

pihak lain yang membutuhkannya setelah terlebih dahulu diaudit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Keterlibatan pihak-pihak yang profesional dan independen untuk menilai 

laporan pertanggungjawaban eksekutif sangat diperlukan agar laporan tersebut 

benar-benar akuntabel. Dengan keterlibatan pihak-pihak tersebut, DPRD memiliki 

dasar yang kuat untuk menerima ataupun menolak laporan pertanggungjawaban 

eksekutif. 
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Evaluasi atas pelaksanaan anggaran dibutuhkan untuk dijadikan sebagai 

umpan balik Ijeed back) bagi tahap perencanaan siklus tahun anggaran 

berikutnya. Dengan demikian, tahap-tahap tersebut saling berkaitan dan berurutan 

secara logis dan dilaksanakan dengan urutan secara logis juga. 

Proses pembuatan anggaran sesuai dengan siklus yang telah disebutkan meliputi 

beberapa tahapan yaitu tahap planning and preparation (perencanaan dan persiapan), 

tahap approvallratijication (ratifikasi), tahap implementation (implementasi) dan 

tahap reparting and evaluating (pelaporan & evaluasi). Dengan keterbatasan penulis, 

dalam lesis ini hanya diu las tahap perencanaan dan persiapan (planning and 

preparation) dan tahap ratifikasi (approvallratijication) APBD kota Sibolga 

berdasarkan anggaran berbasis kinerja (performance budgeting). 

7. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 

Penyusunan anggaran berbasis kinerja terdiri dari beberapa kegiatan penyusunan 

dokumen penganggaran. Rangkaian kegiatan penyusunan anggaran tahunan berbasis 

kinerja dimulai dengan penyusunan RKPD berdasarkan Renstra sebagai petunjuk 

tentang mengerjakan sesuatu program dan kegiatan yang benar. Setelah RKPD 

disusun dilanjutkan dengan penyusunan KUA, PPA. RKA-SKPD dan kemudian 

penyusunan dan penetapan APBD melalui Perda. 

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Rancangan RKPD disusun oleh Bappeda sebagai unit kerja perencana di 

daerah. Selanjutnya, pimpinan unit kerja menyiapkan Renja unit kerja sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal RKPD 

dan berpedoman pada Renstra unit kerja. Setelah Renja unit kerja tersusun, maka 
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Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan 

menggunakan Renja unit kerja. RKPD memuat hasil musrenbang yang telah 

dilaksanakan sebelumnya sesuai dengan tingkatan pemerintahan dan merupakan 

rencana kerja yang menjadi bahan utama dalam proses penganggaran menyusun 

APBD. RKPD sudah harus selesai disusun pada akhir bulan Mei tahun berjalan. 

Materi RKPD memuat rancangan/rencana kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan 

pendanaannya yang terdiri atas kegiatan dengan pendanaan langsung oleh 

pemerintah dan kegiatan yang dicapai dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Untuk dapat mengukur suatu rencana kerja, dibutuhkan adanya SAB yang sudah 

disusun pada saat penyusunan RKPD. Hal ini bertujuan untuk menjamin 

keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

2. Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) 

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan tentang pendapatan, 

belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu 

tahun. Rancangan KUA disusun oleh TAPD yang berpedoman kepada pedoman 

penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Mendagri setiap tahunnya. Rancangan 

KUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD selambat-Iambatnya pada 

pertengahan bulan Juni dan sudah harus disepakati bersama menjadi KUA 

selambat-Iambatnya pada akhir bulan Juni tahun berjalan. 

KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan 

pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi 
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belanja daerah, sumber dan penggunaan pendanaan yang disertai dengan asumsi 

yang mendasarinya. 

3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran 

yang diberikan kepada unit kerja untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA-SKPD. Penyusunan PPAS berpedoman kepada ketentuan 

peraturan menteri dan sudah harus disampaikan kepala daerah kepada DPRD 

selambat-Iambatnya minggu kedua bulan Juli. PPAS disepakati oleh kepala 

daerah dengan DPRD selambat-Iambatnya pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 

PPAS memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan 

pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi 

belanja daerah. sumber dan penggunaan pendanaan yang disertai dengan asumsi . 

yang mendasarinya. 

4. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) 

Pimpinan unit kerja menyusun RKA berdasarkan pedoman penyusunan RKA­

SKPD yang telah disiapkan oleh TAPD melalui Keputusan Kepala Daerah. 

Pedoman penyusunan RKA-SKPD paling lambat ditetapkan oleh Kepala Daerah 

pada awal bulan Agustus tahun berjalan. RKA-SKPD disusun dengan 

menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran 

terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja. Penyusunan RKA-SKPD 

berdasarkan kinerja didukung dengan indikator kinerja, pencapaian atau target 

kinerja, anal isis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan 

minimal. 
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RKA-SKPD memuat rindan program. kegiatan dan anggaran dari setiap unit 

kerja. Informasi yang dimuat dalam RKA-SKPD adalah : 

I. 	Urusan Pemerintahan Daerah, memuat penjelasan mengenai urusan 

pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi SKPD. 

2. Organisasi SKPD, memuat nama SKPD selaku pengguna anggaranlbarang. 

3. 	Prestasi kerja yang hendak dicapai memuat indikator prestasi kerja meliputi 

masukan, keluaran dan hasil, tolok ukur kinerja dan target kinerja. lnformasi 

dalam formulir ini diisi sesuai dengan unit kerja masing-masing. 

4. 	 Program, memuat nama program yang akan dilaksanakan oreh SKPD pada 

tahun berkenaan. 

5. Kegiatan, memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun 

anggaran berkenaan. 

6. 	Pendapatan, memuat jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah yang 

ditetapkan berdasarkan Perda dan yang dipungut unit kerja sesuai Tupoksinya 

masing-masing. 

7. 	Belanja, memuat kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung yang 

diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja. 

8. 	 Pembiayaan, memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat 

digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang 

digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD dimana masing-masing 

diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek pembiayaan. Selisih 

penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan hams dapat menutup 

defisit APBD 
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Formulir-fonnulir yang digunakan dalam RKA-SKPD sebagaimana terlihat 

pada tabel 2.1. 

Tabe12.1 Fonnulir-formulir RKA-SKPD 

I Kode Nama Formulir 
i RKA-SKPD Ringkasan Anggaran Pend.patan, Belanja dan Pembiayaan 

SKPD 
RKA-SKPD I Rinei.n Anllltaran Pend,patan SKPD 
RKA-SKPD 2.1 Rind.n AnJu(aran Belania Tid.k LanllSung SKPD 
RKA-SKPD 2.2 Rekapitulasi rinc;an Anggaran Langsung menuru! program dan 

kegiatan SKPD 
RKA-SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Langsung menurut program dan per kegi_tan 

SKPD 
RKA-SKPD 3.1 Rincian Penerim.an Pernbiayaan 

. RKA-SKPD 3.2 Rindan Pengelua",n Pembiayaan 

[ndikator dan tolok ukur kinerja yang merupakan esensi utama dalam penyusunan 

anggaran berbasis kinerja terdapat pada formulir RKA-SKPD 2.2.1. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

RKA·SKPD yang telah disusun oleh unit kerja disarnpaikan kepada PPKD 

untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk 

menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang 

telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, 

serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar 

analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal serta 

sinkronisasi progaram dan kegiatan antar unit kerja. Rancangan Perda tersebut 

disampaikan oleh PPKD kepada Kepala Daerah untuk disosialisasikan kepada 

masyarakat sebagai stakeholders. Sosialisasi Perda tentang APBD dimaksudkan 

untuk memberikan infonnasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah dan 

masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. 
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Penyebarluasan rancangan Perda APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah 

selaku Koordinalor Pengelola Keuangan Daerah. 

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda APBD beserta lampirannya 

kepada DPRD paling lamba! minggu pertama tahun berjalan untuk mendapatkan 

persetujuan bersama. Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap 

rancangan Perda tentang APBD dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun 

anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Rancangan Perda tentang APBD yang 

telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraluran Kepala Daerah tentang 

penjabaran APBD sebelum ditetapkan Kepala Daerah disampaikan paling lambat 

tiga hari kerja untuk dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri bagi Propinsi dan oleh 

Gubernur bagi KabupatenlKota. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Menten 

Dalam Negeri/Gubemur tidak mengesahkan rancangan PeraturanKepala Daerah 

tentang APBD maka Kepala Daerah menetapkan rancangan Peraturan Kepala 

Daerah dimaksud menjadi Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan APBD 

berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada 

masyarakat untuk tercapainya tujuan bemegara. 

APBD memuat pendapatan yang akan diterima, belanja yang akan 

dilaksanakan serta penerimaan dan pengeluaran atas pembiayaan pada tahun 

berkenaan. Seluruh jumlah pendapatan yang tercantum dalam APBD harus 

memiliki dasar hukum dan tidak hanya berdasarkan estimasi. Apabila sampai 

dengan penyusunan APBD, dasar hukum atas penerimaan dari pemerintah atasan 

belum ada maka angka yang dicantumkan dalam penerimaan tersebut berdasarkan 

angka tahun lalu. lumlah pengeluaran untuk setiap program dan kegiatan yang 
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dicantumkan dalam APBD berdasarkan hasil proses penganggaran yang telah 

disetujui bersama dengan DPRD. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan 

digunakan untuk menutupi defisit anggaran dan pengeluaran pembiayaan 

digunakan untuk investasi. 

g. Struktur Anggaran Berbasis Kinerja. 

Salah satu perbedaan antara sistem anggaran tradisional (line item & 

incremental) dengan sistem anggaran berbasis kinerja terletak pada struktur 

anggaran. Stuktur APBD pada sistem anggaran tradisional terdiri dari : 

I . Pendapatan daerah 

2. Belanja daerah yang terdiri dari : 

a. Belanja rutin dan 

b. Belanja Pembangunan. 

Berdasarkan struktur tersebut, tidak dapat diketahui apakah APBD tersebut surplus 

atau defisit. Hal yang pokok dalam struktur APBD sistem tradisional adalah jumlah 

pendapatan daerah harus sarna dengan jumlah belanja daerah yang dikenal dengan 

sistem berimbang dan dinamis. Pengukuran belanja daerah hanya didasarkan pada 

standar harga yang disusun oleh Bappeda. 

Pada struktur sistem anggaran berbasis kinerja, tidak terdapat lagi dikotomi 

belanja rutin dengan belanja pembangunan. Keseluruhan belanja dialokasikan pada 

program dan kegiatan yang terukur berdasarkan Analisis Standar Biaya (ASB), 

standar harga dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Struktur APBD pada anggaran 

berbasis kinerja terdiri dari : 

I. Pendapatan daerah 
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2. Belanja daerah 

3. Pembiayaan daerah 

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum 

daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun 

anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci 

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian 

obyek pendapatan. Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan 

meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain 

Pendapatan yang Sah. 

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang 

dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh 

kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khusunya dalam pemberian pelayanan 

umum. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, terdiri dan : urusan wajib, urusan 

pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang 

dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah atasan dengan pemerintah daerah atau 

anlar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. 

Belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan 

pengelolaan keuangan negara, terdiri dari : pelayanan umum, ketertiban dan 

ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, peru mahan dan fasilitas umum, kesehatan, 

pariwisata dan budaya, pendidikan serta perlindungan sosial. Bclanja daerah menurut 

organisasi disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing pemerintah daerah. 
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Dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja, sebelum setiap belanja 

dibebankan pada masing-masing bagian, kelompok, jenis. obyek dan rincian obyek 

belanja, terlebih dahulu belanja dikelompokkan ke dalam anggaran belanja langsung 

dan anggaran belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung merupakan belanja 

yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Anggaran belanja 

langsung baru boleh digunakan apabila program dan kegiatan dilaksanakan. 

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini boleh 

digunakan walaupun belanja dan kegiatan tidak dilaksanakan. seperti belanja gaji 

pegawai, belanja air, listrik dan teJepon dan belanja lainnya. 

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 

mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus APBD terjadi apabila 

anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dan anggaran belanja daerah. 

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kedl 

dari anggaran belanja daerah. Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun 

anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit A PBD oleh Menteri 

Keuangan. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran 

berkenan. 

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali yang disebut 

dengan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran yang akan ditenma kembali yang 

disebut dengan pengeluaran pembiayaan baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan netto 
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merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. 

Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan pada gam bar 2.2 berikut: 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

Anggaran 

Berbasis 

Kinerja 

Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) 
Kota Sibolga Tahun 2007 

Dari gam bar tersebut diatas dijelaskan bahwa penyusunan APBD kota Sibolga tahun 

2007 disesuaikan dengan konsep anggaran berbasis kinerja. Sesuai dengan KUA 

Pemkot Sibolga tahun 2007 bahwa APBD disusun berdasarkan anggaran berbasis 

kinerja. Setiap tahapan dalam penyusunan APBD kota Sibolga disesuaikan dengan 

konsep anggaran berbasis kinerja. 

C. Defenisi Konsep dan Operasional 

1. Anggaran Berbasis Kinerja 

Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penyusunan anggaran yang 

mengkaitkan proses perencanaan dengan penganggaran dalam menetapkan alokasi 

sumber dana yang terbatas pada program dan kegiatan yang terukur dalam rangka 

pencapaian prestasi kerja berupa pencapaian visi misi serta peningkatan pelayanan 

dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penyusunan anggaran berbasis kinerja 

membutuhkan instrumen yang terdiri dari Standar Analisis Biaya (SAB), Standar 
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Harga dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Anggaran berbasis kinerja disusun 

melalui tahapan penyusunan dokumen-dokumen yang terdiri dari : 

a. 	 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka 

ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja 

yang spesifik dan terukur serta pendanaannya, unit kerja yang bertanggungjawab 

dan kontribusi masing-masing unit kerja dalam pencapaian visi misi. Penyusunan 

RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran 

berkenan. 

b. 	Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) 

KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang 

akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai visi misi dalam 

setiap urusan Pemerintah Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan 

daerah, alokasi beJanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang 

disertai dengan asumsi yang mendasari. KUA disepakati bersama oleh DPRD 

dengan Kepala Daerah paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran 

berjalan. 

c. 	 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PP AS) 

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan : menentukan skala prioritas untuk 

urusan wajib dan urusan pilihan, menentukan urutan program untuk masing­

masing urusan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing 

program. Skala prioritas dan urutan program masing-masing urusan ditetapkan 

berdasarkan evaluasi kinerja alas program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. 
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Rancangan PPAS disepakati bersama oleh DPRD dengan Kepala Daerah menjadi 

PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

d. 	 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 

Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berpedoman pada indikator 

kinerja, capaian atau target kinerja, anal isis standar belanja, standar saluan harga 

dan standar pelayanan minimal. 

e. 	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

APBD disusun berdasarkan RKA·SKPD yang telah disempumakan oleh kepala 

SKPD. Keputusan bersama oleh DPRD dengan Kepala Daerah lerhadap 

Ranperda APBD dilakukan paling lama salu bulan sebelum lahun anggaran 

bersangkutan dilaksanakan. Sebelum Ranperda APBD ditetapkan lerlebih dahulu 

APBD tersebut disosialisasikan kepada masyarakat oleh pihak eksekulif. 

2. 	 APSD Kola Sibolga Tahun 2007 

APBD Kola Sibolga Tahun 2007 adalah APBD Tahun 2007 yang telah disusun oleh 

Pemkot Sibolga dan disetujui bersama DPRD dengan Walikota Sibolga. 
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BAB III 


METODOLOGI PENELITIAN 


A. Metode Penelitinn 

Model Penelitian ini adalah model penelitian deskriptif. Penelitian deskriptiftidak 

memerlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan. Arikunto (2005:234) 

menyatakan "penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, 

tetapi hanya menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel. gejala atau 

keadaan". Oleh sebab itu penelitian ini tidak menggunakan hipotesis. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode wawancara, 

metode kajian pustaka dan metode dokumentasi. Wawancara digunakan untuk 

mengetahui tata cara penyusunan APBD berbasis kinerja di Pemkot Sibolga. Pihak­

pihak yang diwawancarai terdiri dari Ketua Bappeda, Kepala Bagian Keuangan sebagai 

Sekretaris TAPD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kimpraswil, KepaJa Dinas 

Kesehalan, Kepala Dinas Perindag, Kepala Kantor Koperasi dan ULCM serta KepaJa Sub 

Bagian Penganggaran. Wawancara digunakan untuk mengklarifikasi proses penyusunan 

APBD Kola Sibolga Tahun 2007. 

Kajian pustaka digunakan untuk menguji ketaatan dan kesesuaian penyusunan 

APBD Kola Sibolga dengan konsep anggaran berbasis kinerja melalui berbagai literatur 

tentang penganggaran pada organisasi publik. Sumber utama kajian pustaka adalah 

buku-buku dan jurnaJ tentang pangangaran dan anggaran berbasis kinerja serta tentang 

pengeJolaan keuangan daerah. 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai dokumen-dokumen 

yang digunakan oleh Pemkot Sibolga dalam penyusunan APBD tahun 2007. Dokumen 
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terse but terdiri daTi Notulen hasH Musrenbang, RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan 

APBD 2007, 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen anggaran yang digunakan Pemkot 

Sibolga dalam menyusun APBD tahun 2007. Irawan (2006:4.22) menyatakan bahwa 

"populasi bisa berwujud air, udara, desa, sistem, dokumen dan tenlu saja manusia". 

Populasi tersebut sekaligus berlaku sebagai sumber data. 

Penelitian ini menggunakan sampel dokumen anggaran tahun 2007 berupa 

notulen hasil musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Sibolga, RKPD, 

KUA, PPAS, RKA-SKPD dan APBD. Sampel yang digunakan adalah dokumen 

sehingga tidak dapat dipakai sebagai responden. Responden penelitian ini terdiri daTi 

Ketua Bappeda, Kepala Bagian Keuangan sebagai Sekretaris TAPD, Kepala Dinas 

Pendidikan, Kepala Dinas Kimpraswil, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kantor 

Koperasi dan UKM Kepala Sub Bagian Penganggaran. 

C. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini yang terdiri daTi data primer dilakukan 

dengan menggunakan wawancara melaui pedoman wawancara (interviw guide) 

sebagaimana terlampir dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur-literatur dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Data primer adalah 

yang langsung diperoleh dad sumber data pertama di lokasi penelilian atau objek 

penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh daTi sumber kedua. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. 

Metode dokumentasi adalah metode penelitian yang menggunakan rekaman, tulisan, 

dokumen atau lain-lain bentuk rekaman sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan 

data. Selain dokurnen, peneliti juga rnenggunakan teknik wawancara untuk melengkapi 

data yang dijaring. 

E. Metode Analisis Data 

Metode anal isis data yang digunakan adalah anal isis data deskriptif kualilatif. 

Kountur (2007:191) menyatakan "data kualitatif pada umumnya dalam bentuk 

pemyataan kala-kata atau gambaran tentang sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk 

penjelasan dengan kata-kala atau tulisan". Penelitian ini mendeskripsikan kesesuaian 

sisternatika penyusunan APBD kOla Sibolga tahun 2007 dengan konsep anggaran 

berbasis kinerja. 
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BABV 


SIMPULAN DAN SARAN 


A.SIMPULAN 


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas proses dalam tahapan penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Sibolga tahun 2007, maka 

berikut ini disampaikan simpulan sebagai berikut : 

I. Implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan APBD 

Kota Sibolga Tahun 2007 masih sebatas penyesuaian struktur anggaran. 

2. Pemerintah Kota Sibolga belum memiliki instrumen anggaran berbasis kinerja seperti 

Standar Analisis Biaya (SAB) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang 

mengakibatkan kinerja masing-masing SKPD sebagai pelaksana program dan 

kegiatan tidak dapat diukur keberhasilannya dan tidak dapat dibandingkan dengan 

sumber daya yang digunakan maupun dengan kinerja tahun sebelumnya. 

3. 	Format RKA-SKPD hanya sekadar menempelkan nama program, kegiatan dan sub 

kegiatan dalam dokumen anggaran, namun substansi ukuran kinerjanya belum 

nampak. Hal ini mengakibatkan SKPD kurang termotivasi untuk menyatakan 

kineIjanya baik kinerja hasil program maupun kinerja keluaran kegiatan. Formulir 

RKA-SKPD hanya memuat perhitungan detil anggaran per kegiatan, sub kegiatan, 

jenis belanja dan mata anggaran yang akhimya berdampak pada penganggaran yang 

sangat rinci dan kaku (rigid!. 

4. 	Dokumen-dokumen penganggaran disusun setelah APBD Kota Sibolga ditetapkan 

dengan Perda. Hal ini mengakibatkan APBD menjadi bias tidak memiliki sasaran 

pokok anggaran yang jelas (budget emphasis) dan tidak sesuai dengan perencanaan. 
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5. 	APBD Kola Sibolga Tahun 2007 lidak mendukung usaha pencapaian visi dan misi 

yang merupakan kontrak politik antara Pemerintah Daerah dengan rakyatnya serta 

belum mengalokasikan anggaran untuk rakyat secara proporsional. Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa APBD Kota Sibolga Tahun 2007 belum sesuai dengan 

anggaran berbasis kinerja. 

B.SARAN 

1. 	 Untuk mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara holistik, Pemerintah 

Kota Sibolga harus segera menyusun Standar Analisis Belanja (SAB) dan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) sehingga setiap program dan kegiatan dapat diukur 

keberhasilannya dan dapat dibandingkan. 

2. 	 Dokumen-dokumen penganggaran seperti KUA, PPAS dan RKA-SKPD harns 

disusun secara tepat waktu dan sesuai dengan fonnat anggaran berbasis kinerja 

sehingga tercipta hubungan yang simetris dan adanya keterkaitan antara kegiatan 

perencanaan dengan proses penganggaran. 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui keikutsertaan aparatur Pemkot 

Sibolga dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta sosialisasi tentang anggaran 

berbasis kinerja. 

4. Pemerintah Pusal 	 sebaiknya melakukan sosialisasi dan simulasi implementasi 

anggaran berbasis kinerja kepada setiap daerah dan menetapkan beberapa daerah 

sebagai daerah perconlohan dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja 

untuk wilayah-wilayah tertentu. Hal ini mengingat sistem anggaran berbasis kinerja 

merupakan suatu sistem penganggaran dengan tingkat kompleksitas yang cukup 

tinggi sehingga beberapa negara di Asia gagal mengimplementasikannya. 
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PANDUAN WAWANCARA 


A. Data Pelaksanaan Wawancara 

I. Lokasi wawancara : Kantor Bappeda kota Sibolga 

2. Tanggal wawancara : 17 Oktober 2008 

3. Jam wawancara : 14.00 WIB 

B. Identitas Responden 

I. Nama : SaJatieli Zaluchu, SH 

2. NIP : 400035567 

3. Jabatan : Kepala Bappeda kota Sibo]ga 

4. SKPD (Unit Kerja) : Bappeda Kota Sibolga 

C. Bulir Pertanyaan 

I. Apakah Bapak diikulsertakan dalam penyusunan APBD kola Sibolga tahun 2007? 

2. 	Bagaimanakan sislem penyusunan APBD kola Sibolga tahun 2007? 

3. Bagaimanakah tahapan penyusunan APBD kota Sibolga tahun 2007 ? 

4. 	 Permendagri nomor 13 tabun 2006 menyatakan bahwa penyusunan RKPD 
diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei sedangkan RKPD kota Sibolga 
tahun 2007 ditetapkan melalui Keputusan Walikota pada tanggal II Oktober 
2006. Bagaimana tanggapan Bapak tentang keterlambatan penyusunan RKPD. 

5. 	Penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Pemkot SiboJga tabun 2007 
juga mengalami keterlambatan yang seharusnya diselesaikan paling lambat pada 
bulan Juni menurut Permendagri 13 tahun 2007 tetapi Pemkot Sibolga baru 
disepakati bersama DPRD dengan Walikota Sibolga pada tangga\ 19 Desember 
2006. Bagaimana tanggapan Bapak tentang keterlambatan penyusunan KUA 
Pemkot Sibolga tahun 2007. 

6. Kontribusi hasil Musrenbang dalam penyusunan APBD Sibolga tahun 2007. 

Pewawancara, 

AGUSTINUS HUTABARAT 

NIM. 014271971 
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Nama Responden 

Tempat Wawancara 

Tanggal Wawancara 

Jam Wawancara 

lsi Wawancara 

Peneliti (P) 

Responden (R) 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

P 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Salatieli Zaluchu, SH 

Kamar kerja Ketua Bappeda kota Sibolga 

17 Oktober 2008 

14.00WIB 

Apakah Bapak diikutsertakan dalam penyusunan APBD 
kOla Sibolga tahun 2007 ? 
Sudah pasti diikutsertakan karena Ketua Bappeda masuk 
dalam Tim Anggaran Eksekutif. 
Bagaimanakan sistem penyusunan APBD Kota Sibolga 
tahun 2007? 
Saya tidak tahu. Lebih baik Bapak menanyakannya 
kepada kepaJa bagian keuangan. 
Bagaimanakah tahapan penyusunan APBD Kota Sibolga 
tahun 2007? 
Yang saya tahu, sebelum APBD disusun terlebih dahulu 
dilaksanakan musrenbang disetiap tingkat pemerintahan 
kemudian baru disusun RKPD, KUA, PPA, RKA dan 
selanjutnya baru disusun APBD. 
Pennendagri nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa 
penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat pada 
akhir bulan Mei sedangkan RKPD kota Sibolga tahun 
2007 ditetapkan melalui Keputusan Walikota pada 
tanggal II Oktober 2006. Bagaimana tanggapan Bapak 
tentang keterlambatan penyusunan RKPD terse but. 
Penyusunan RKPD itu membutuhkan pengkajian yang 
mantap agar sinergis dengan RPJP dan RPJM, makanya 
butuh waktu lama kemudian rencana ketja masing­
masing SKPD juga terlambat disampaikan ke Bappeda 
selain itu pentahapan RKPD kan panjang dimulai dari 
peJaksanaan musrenbang tingkat kelurahan hingga 
tingkat kota. Secara teoritisnya penyusunan RKPD itu 
mudah tapi dalam pelaksanaannya sangat rumit, 
disamping itu peraturan kita sekarang ini setiap saat 
berubah hingga aparatur juga kebingungan. 
Penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) 
Pemkot Sibolga tahun 2007 juga mengalami 
keterlambatan yang seharusnya diselesaikan paling 
lambat pada bulan Juni menurut Permendagri 13 tahun 
2007 tetapi Pemkot Sibolga baru disepakati bersama 
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R 

P 

R 

P 

R 

Pewawancara, 

DPRD dengan Walikota Sibo\ga pada tanggal 19 
Desember 2006. Bagaimana tanggapan Bapak tentang 
keterlambatan penyusunan KUA Pemkot Sibolga tahun 
2007. 

Keterlarnbatan penyusunan KUA disebabkan masalah 
ketersediaan data dan informasi sehingga sulit untuk 
menghubungkan antara variabel makro pembangunan 
daerah dengan variabel-variabel mikro di setiap urusan 
pernerintahan. 
Menurut Bapak apakah pentahapan penyusunan APBD 
kota Sibolga tahun 2007 telah sesuai dengan tahapan 
penyusunan anggaran berbasis kinerja. 
Saya tidak paham sekali dengan anggaran berbasis 
kinerja. Yang penting tugas-tugas yang dibebankan 
kepada Bappeda dalam rangka penyusunan APBD sudah 
dilaksanakan dan sudah ada hasilnya. Kalau rnasalah 
keterlambatan waktu penyusunan dan pelaksanaannya 
mungkin tahun depan dapat dipercepat. 
Hasil Musrenbang berupa usulan proyek kegiatan tahun 
2007 hanya 65 paket atau 26% yang ditampung dalam 
APBD dari 247 paket proyek yang diusulkan. Mengapa 
hanya 65 paket yang ditampung dalam APBD 2007 ? 
Tidak semua usulan masyarakat rnelal ui Musrenbang itu 
dapat ditindaklanjuti menjadi proyek karena di lapangan 
setelah ditinjau oleh tim beberapa usulan itu tidak 
rnemungkinkan untuk dilaksanakan karena berbagai hal 
termasuk lahan yang belurn ada serta lokasi yang kurang 
strategis. 

AGUSTINUS HUTABARAT 

NIM. 014271971 
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PANDUANWAWANCARA 

A. Data Pelaksanaan Wawancara 

I. Lokasi wawancara : Kantor Walikota Sibolga 

2. Tanggal wawancara : 07 Nopember 2008 

3. Jam wawancara : 15.30 WIB 

B. Identitas Responden 

I. Nama : Srasamaluddin. SE.MM 

2. NIP : 400030744 

3. Jabatan : Kepala Bagian Keuangan 

4. SKPD (Unit Kerja) : Sekretariat Daerah Kota Sibolga 

C. Butir Pertanyaan 

1. Apakah Bapak diikutsertakan dalam penyusunan APBD kota Sibolga tahun 2007? 

2. Bagaimanakan sistem penyusunan APBD kota Sibolga tahun 2007? 

3. Bagaimanakah tahapan penyusunan APBD kota Sibolga tahun 2007 ? 

4. 	 Pemkot Sibo\ga tahun 2007 belum memiliki Standard Analisis Biaya (SAB) 

sementaran SAB merupakan salah satu dokumen yang urgen dalam anggaran 

berbasis kinerja. Bagaimana tanggapan Bapak ? 

5. 	 Dan dokumen RKA·SKPD ditemui ada beberapa formulir yang tidak sesuai 

dengan formulir sebagaimana tercanlum dalam Permendagri no. 13 tahun 2006. 

Sedangkan formulir tersebut sangat dibutuhkan untuk menyusun anggaran 

berbasis kinerja. Bagaimana Bapak menyusun APBD semenlara formulimya 

tidak sesuai ? 
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6. 	 Berdasarkan berbagai kriteria termasuk kesesuaian alokasi anggaran untuk 

meneapai visi-misi Pemkot Sibolga, APBD kota Sibolga belum mengacu pada 

sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja Bagaimana tanggapan Bapak ? 

7. Alokasi anggaran untuk kepentingan rakyat lebih keeil bila dibandingkan dengan 

alokasi anggaran untuk aparatur dalam APBD tahun 2007. Berarti APBD 2007 

belum pro rakyat. Bagaimana tanggapan Bapak ? 

8. 	 Hasil kuesioner yang saya bagikan kepada 72 responden menyatakan bahwa 

APBD kota Sibolga tahun 2007 belum sesuai dengan prinsi-prinsip penganggaran 

yang diterima secara umum. Bagaimana tanggapan Bapak? 

9. 	Setelah APBD kota Sibolga tahun 2007 diteliti temyata anggaran untuk bidang 

pendidikan belum mencapai 20% sebagaimana diamanatkan oleh UUD. Mengapa 

target 20% untuk alokasi pendidikan tidak bisa dicapai? 

10. 	 Penyusunan KUA, PPAS dan RKA-SKPD mengalami keterlambatan bahkan 

ada indikasi bahwa dokumen tersebut disusun setelah APBD ditetapkan. 

Bagaimana sebenamya jadwal penyusunan dokumen tersebut? 

II. 	Apakah aparatur Pemkot Sibolga sudah pernah mengikuti pelatihan aiau 

sosialisasi tentang anggaran berbasis kinerja? 

12. Bagaimana Pemkot Sibolga mengalokasikan anggarannya untuk unit kerja teknis 

seperti dinas Perindag dalam usaha mewujudkan visi misi? 

13. 	 Apakah Pemkot Sibolga sudah menyusun dan memiliki Standard Pelayanan 

Minimal atau SPM? 

14. 	 Sebelum APBD ditetapkan menjadi Perda, APBD tersebut harus terlebih dahulu 

di sosialisasikan kepada masyarakat. Apakah Pemkot Sibolga sudah melakukan 

sosialisasi tersebut? 
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15. Bagaimana usaha Pemkot Sibolga ke depan dalam menyusun APBD sehingga 

sesuai dengan sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja ? 

Pewawancara, 

AGUSTINUS HUTABARA T 

NIM. 014271971 
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Nama Responden 

Tempat Wawancara 

Tanggal Wawancara 

Jam Wawancara 

lsi Wawancara 

Peneliti (P) 

Responden (R) 
P 

R 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Srasamaluddin, SE.MM 

Kamar kerja Kepala Bagian Keuangan 

07 Nopember 2008 

15.30 WIB 

Apakah Bapak diikutsertakan dalam penyusunan APBD 
kola Sibolga tahun 2007 ? 
Ikut,justru kita yang menyusun APBD tahun 2007. 
Bagaimanakan sistem penyusooan APBD Kota Sibolga 
taboo 2007? 
Kita telab berusaha untuk menyesuaikan penyusunannya 
dengan sistem anggaran berbasis kinerja walaupun 
belum sempuma karena kurangnya SDM yang dimiliki. 
Bagaimanakah tahapan penyusunan APBD Kota Sibolga 
tabun 2007? 
Penyusunan APBD dimulai dengan RKPD dan KUA 
yang disiapkan oleh Bappeda. Selanjutnya dana yang 
tersedia dialokasikan ke berbagai SKPD melalui 
penyusunan PPA dan SKPD menyiapkan RKA 
berdasarkan PPA yang telah ditetapkan. Data RKA 
selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. 
Pemkot Sibolga tahun 2007 belum memi liki Standar 
Analisis Biaya (SAB) sementara SAB merupakan salah 
satu dokumen yang urgen dalam anggaran berbasis 
kinerja. Bagaimana tanggapan Bapak ? 
Pemerintah Kota Sibolga memang belum memiliki 
Standar Analisis Biaya, kita hanya memiliki standar 
harga yang disusoo oleh Bappeda. Standar hargalab yang 
digunakan untuk mengontrol pengalokasian dana untuk 
menghindari mark up dalam penyusunan APBD 2007. 
Dari dokumen RKA·SKPD ditemui ada beberapa 
formulir yang tidak sesuai dengan formulir sebagaimana 
tercantum dalam Permendagri 13 tahun 2006. Formulir 
tersebut sangat dibutuhkan untuk menyusun anggaran 
berbasis kinerja. Bagaimana Bapak menyusun APBD 
sementara formulirnya tidak sesuai ? 
Kita mengakui bahwa sebahagian formulir dan dokumen 
yang digunakan dalam penyusunan anggaran belum diisi 
dengan benar oleh SKPD bahkan ada sebahagian kolom 
maupun bans dan dokumen terse but dihapus karena 
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P 

R 

P 

R 

P 

R 

pajabat pengelola keuangan SKPD tidak mengerti dan 
tidak tahu mengisinya. Kita memakluminya karena 
dokumen terse but merupakan hal yang baru bagi 
mereka. Seandainya dokurnen tersebut kita tolak dan 
dikembalikan maka proses penyusunan APBD akan 
terlambat sementara jadwal kita dengan Dewan untuk 
pengesahan APBD sangat ketat. Tahun depan kita 
rencanakan untuk membuat pelatihan pengisian 
dokumen anggaran untuk semua SKPD. 
Berdasarkan berbagai kriteria tennasuk kesesuaian 
alokasi anggaran untuk mencapai visi-misi Pemkot 
Sibolga, APBD kota Sibolga belum mengacu pada 
sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja. 
Bagaimana tanggapan Bapak ? 
Sesuatu hal yang baru pasti hasi I awalnya kurang 
sempuma. Kita sudah komit untuk menggunakan 
anggaran berbasis kinerja di Pemkot Sibolga sesuai 
dengan KUA yang telah disusun, kalaupun hasilnya 
kurang sesuai dan masih banyak kelemahan menurut 
saya itu adalah suatu hal yang wajar. Apalagi 
penyusunan anggaran berbasis kineIja ini sangat rum it 
dan sulit, semuanya harus jelas dan transparan tennasuk 
hasil yang akan diperoleh sebagai output dan dampaknya 
bagi penyelenggaraan pemerintahan. Sebaiknya 
anggaran berbasis kinerja dilakukan modifikasi sesuai 
dengan kondisi dan kemampuan SDM daerah sehingga 
mempermudah daerah untuk mengimplerrtentasikannya. 
Alokasi anggaran untuk kepentingan rakyat lebih kecil 
bila dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk 
aparatur dalam APBD tahun 2007. Berarti APBD 2007 
belum pro rakyat. Bagaimana tanggapan Bapak ? 
Sebenamya alokasi anggaran kita lebih besar untuk gaji 
pegawai yaitu hampir 30% dari APBD. Kalau alokasi 
anggaran untuk gaji pegawai dikurangi dan 
dibandingkan dengan anggaran rakyat maka anggaran 
untuk rakyat pasti lebih besar dari anggaran pegawai. 
Tetapi karena anda membandingkan alokasi anggaran 
secara keseluruhan maka seakan-akan anggaran itu lebih 
besar jumlahnya untuk kesejahteraan pegawai. 
Hasil kuesioner yang saya bagikan kepada 72 responden 
menyatakan bahwa APBD kota Sibolga tahun 2007 
belurn sesuai dengan prinsi-prinsip penganggaran yang 
diterima secara umum. Bagaimana tanggapan Bapak? 
Dalam penyusunan anggaran terlal u banyak aturan yang 
harus kita ikuti termasuk prinsip-prinsip yang anda 
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sampaikan. Kalau semua harus diikuti maka anggaran 
tidak akan pemah selesai dikerjakan karena terlalu rumit 
dan kaku disamping SDM yang belum memadai. Tapi 
kita akan tetap melakukan perbaikan sistem secara 
bertahap dari tahun ke tahun termasuk mungkin ke 
depan akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip 
panganggaran tad i. 

P Setelah APBD kota Sibolga tahun 2007 diteliti temyata 
anggaran untuk bidang pendidikan belum mencapai 20% 
sebagaimana diamanatkan oleh UUD. Mengapa target 
20% untuk alokasi pendidikan tidak bisa dieapai? 

R U ntuk memenuhi target 20",4 alokasi anggaran untuk 
pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 
membutuhkan kalkulasi anggaran yang akurat untuk 
menghindarkan defisit anggaran yang besar. Untuk gaji 
pegawai saja sudah menyedot hampir setengah dari 
anggaran kita. Selain itu parameter 20% anggaran 
pendidikan tidak jelas, apakah hanya untuk anggaran 
operasional penyelenggaraan pendidikan atau termasuk 
gaj i guru dan pembangunan fisi k sekolah karena Pemkot 
Sibolga juga akan melakukan pembangunan fisik 
sekolah pada tahun 2007 hanya saja anggarannya 
ditempatkan di dinas Kimpraswil bukan pada dinas 
Pendidikan. Kalau semuanya dihitung termasuk gaji 
guru, anggaran pendidikan sudah mendekati angka 20%. 

P Penyusunan KUA, PPAS dan RKA-SKPD mengalami 
keterlambatan bahkan ada indikasi bahwa dokumen 
tersebut disusun setelah APBD ditetapkan. Bagaimana 
sebenarnya jadwal penyusunan dokumen terse but ? 

R Penyusunan KUA, PPAS dan RKA-SKPD memang 
seharusnya sudah selesai sebelum APBD ditetapkan 
karena dokumen-dokumen tersebut merupakan dasar 
penyusunan APBD. Tapi dalam prakteknya untuk 
menyusun dokumen tersebut membutuhkan keahlian 
dan keterampilan tertentu karena dokumen itu 
merupakan hal yang baru dalam penganggaran 
sedangkan sosialisasi untuk pengisiannya belum pemah 
diikuti aparet Pemkot. Sehingga dokumen itu selesai 
setealah APBD ditetapkan artinya dokumen tersebutlah 
yang menyesuaikan ke APBD. Pengisian formulimya 
pun belum sesuai dengan peraturan karena kami 
melakukan penafsiran terhadap peraturan tersebut. 

P Apakah aparatur Pemkot Sibolga sudah pernah 
mengikuti pelatihan atsu sosialisasi tentang anggaran 
berbasis kinelja ? 
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R 

P 

R 

P 


R 


P 

R 

P 

Undangan untuk mengikuti dikJat dan sosialisasi 
penyusunan anggaran berbasis kinelja sangat jarang kita 
terima kaJaupun ada peJaksanaannya pada bulan 
Desember dimana kita sibuk mengurus pencairan dana 
dan tempatnya pun di Jakarta. Sebaiknya diklat tersebut 
diselenggarakan pemerintah pusat di daerah sehingga 
mudah dijangkau dan tidak meninggalkan tugas dalam 
waktu lama. 
Bagaimana Pemkot Sibolga mengalokasikan 
anggarannya untuk unit kerja teknis seperti dinas 
Perindag dalam usaha mewujudkan visi misi? 
Dalam mengaJokasikan dan di APBD kita masih 
berdasarkan realisasi program dan kegiatan masing­
masing unit kerja pada tahun lalu. Alokasi dana dalam 
APBD tersebut berdasarkan usulan dari unit kerja kita 
sesuaikan dengan kemampuan dana yang akan diperoleh 
pada tahun beIjalan. Kita kewalahan dalam 
mengalokasikan dana yang lebih besar kepada dinas 
Perindag karena unit kerja yang lain juga membutuhkan 
dana yang besar terutama dinas Kimpraswil. 
Apakah Pemkot SiboJga sudah menyusun dan 
memiliki Standard Pelayanan Minimal atau SPM? 
Pemkot Sibolga beJum memiliki SPM karena 
Pemerintah Pusat pun belum membuat SPM. Sesuai 
ketentuan SPM di daerah harus berdasarkan pada SPM 
Pemerintah atasan. 
Sebelum APBD ditetapkan . menjadi Perda, APBD 
terse but harus terJebih dahulu di sosialisasikan kepada 
masyarakat. Apakah Pemkot Sibolga sudah melakukan 
sosialisasi tersebut? 
Sampai saat ini kita belum melakukan publikasi terhadap 
semua produk hukum Pemkot Sibolga termasuk APBD 
Tahun 2001. Hal tersebut untuk menghindari timbulnya 
ekses yang kurang baik dalam pelaksanaan pemerintah 
dan pembangunan akibat penafsiran yang berbeda antara 
pihak Pemkot dengan masyarakat yang masih awam 
dengan nomenklatur yang terdapat dalam anggaran. 
Bagaimana usaha Pemkot Sibolga ke depan dalam 
menyusun APBD sehingga sesuai dengan sistem 
penyusunan anggaran berbasis kinerja ? 
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R 	 Meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan 
kemudian meningkatkan fasilitas tekhnologi informatika 
untuk membantu penyusunan APBD yang cukup rumit. 
Kita juga berkepentingan meningkatkan pemahaman 
anggota DPRD tentang sistematika anggaran berbasis 
kinerja sehingga antara eksekutif dan legislatif memiliki 
pandangan yang sarna tentang alokasi anggaran 
sekaligus menghindari tarik menarik kepentingan. 

Pewawancara, 

AGUSTINUS HUTABARA T 

NIM.014271971 
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PANDUANWAWANCARA 

A. Data Pelaksanaan Wawancara 

I. Lokasi wawancara : Kantor Walikota Sibolga 

2. Tanggal wawancara : 14 Nopember 2008 

3. Jam wawancara : 15.00 WIB 

B. Identitas Responden 

1. Nama 	 : Monarizal Hutabarat 

2. NIP 	 : 400035176 

3. Jabatan 	 : Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan 

4. SKPD (Unit Kerja) : Sekretariat Daerah Kota Sibolga 

C. Butir Pertanyaan 

I. Apakah Bapak diikutsertakan dalam penyusunan APBD kota Sibolga tahun 2007? 

2. Bagaimanakan sistem penyusunan APBD kota Sibolga tahun 2007? 

3. Bagaimanakah tahapan penyusunan APBD kota Sibolga tahun 2007 ? 

4. 	 Berdasarkan dokumen, jadwal kesepakatan KUA mengalami keterlambatan 5 

bulan lebih bila disesuaikan dengan Permendagri No. 13 tahun 2006. Mengapa 

KUA terlambat disepakati ? 

5. 	 Bagaimana Bapak menginput data program dan kegiatan dalam APBD 

sementara KUA belum disepakati ? 

6. 	 Apakah Bapak mengetahui prinsip-prinsip dalam penyusunan anggaran ? 

7. 	 Apakah Bapak pernah mengikuti pendidikan ataupun peIatihan penyusunan 

anggaran berbasis kinerja ? 
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8. 	 Sudah berapa kali Bapak megikuti pendidikan ataupun pelatihan penyusunan 

anggaran berbasis kinerja ? 

9. 	Bagaimana Bapak menyusun struktur APBO dan menyiapkan dokumennya agar 

sesuai dengan anggaran berbasis kinerja ? 

10. 	Berapa orang staf yang membantu Bapak dalam menyusun APBD ? Apakah 

mereka juga sudah pemah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan 

anggaran berbasis kinelja ? 

Pewawancara, 

AGUSTINUSHUTABARAT 

NIM. 014271971 

14/41123.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14 

Nama Responden 

Tempat Wawancara 

Tanggal Wawancara 

Jam Wawancara 

lsi Wawancara 

Peneliti (P) 

Responden (R) 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

P 

TRANSKRIP W A W ANCARA 

Monarizal Hutabarat 

Kamar kerja Bagian Keuangan 

14 Nopember 2008 

15.00 WIB 

Apakah Bapak diikutsertakan dalam penyusunan APBD 
kota Sibolga tahun 2007 ? 
Ikut, untuk menginput data serta menyiapkan dokumen 
anggaran yang dibutuhkan. 
Bagaimanakan sistem penyusunan APBD Kota Sibolga 
tahun 2007? 
Kalau menurut saya, APBD kita masih disusun dengan 
sistem yang lama hanya beberapa dokumen dan struktur 
APBD telah disesuaikan dengan anggaran berbasis 
kinerja walaupun belum cocok sekali. Prosesnya masih 
gitu-gitu juga. Penentunya Kabag Keuangan. 
Bagaimanakah tahapan penyusunan APBD Kota Sibolga 
tahun 2007? 
Yang jelas setelah KUA disusun oleh Bappeda, kita 
menyiapkan PPA terus SKPD menyiapkan RKA untuk 
kemudian diinput ke APBD setelah diseleksi oleh Kabag 
Keuangan. 
Berdasarkan dokumen, jadwal kesepakatan KUA 
mengalami keterlambatan 5 bulan lebih bila disesuaikan 
dengan Permendagri No. 13 tahun 2006. Mengapa KUA 
terlambat disepakati ? 
Sejujurnya saya sampaikan bahwa keterlambatan 
tersebut tidak hanya lima bulan seperti hitungan bapak 
malah lebih lama. KUA itu disepakati setelah APBD 
selesai dikerjakan tetapi tanggal kesepakatan dibuat 
tanggal mundur. Jadi prosesnya terbalik. Yang penting 
semua dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah dipenuhi. 
Bagaimana Bapak menginput data program dan kegiatan 
dalam APBD sementara KUA belum disepakati ? 
Program dan kegiatan yang akan diinput ke APBD saya 
terima dari Kabag Keuangan. Beliau yang berdiskusi 
dengan kepala SKPD untuk menetapkan program dan 
kegiatan yang akan ditampung dalam APBD. 
Apakah Bapak mengetahui prinsip-prinsip dalam 
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R 

P 

R 

P 

R 
P 

R 

P 

R 

Pewawancara, 

penyusunan anggaran ? 
Saya pernah mendengamya tapi saya tidak tahu persis 
apa-apa saja pri nsipnya itu dan pada saat penyusunan 
dokumen yang mana prinsip-prinsip itu digunakan, 
Apakah Bapak pernah mengikuti pendidikan ataupun 
pelatihan penyusunan anggaran berbasis kinerja ? 
Saya pernah mengikuti pelatihan penyusunan anggaran 
sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 selama 
2 hari di Jakarta pada akhir 2006 yang diselenggarakan 
oleh Depdagri. Tapi pelatihannya tidak efektif karena 
pesertanya seluruh Indonesia sehingga terlalu banyak. 
Kemudian materi pelatihan juga tidak fokus pada 
penyusunan anggaran masih banyak materi lainnya 
termasuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, 
Sudah berapa kali Bapak megikuti pendidikan ataupun 
pelatihan penyusunan anggaran berbasis kinerja ? 
Hanya sekali ilu saja setelah itu ngak pemah lagi. 
Bagaimana Bapak menyusun struktur APBD dan 
menyiapkan dokumennya agar sesuai dengan anggaran 
berbasis kinerja ? 
Setiap akhir tahun berjalan biasanya Menteri Keuangan 
mengeluarakan keputusan tentang petunjuk penyusunan 
APBD tahun berikutnya. Saya berpedoman pada 
keputusan terse but untuk menyusun struktur APBD. 
Berapa orang staf yang membantu Bapak dalam 
menyusun APBD ? Apakah mereka juga sudah pemah 
mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan 
anggaran berbasis kinerja ? 
Saya dibantu dua orang staf anggaran untuk menyusun 
APBD dan mereka belum pemah mengikuti pendidikan 
dan pelatihan penyusunan anggaran berbasis kinerja. 

AGUSTINUSHUTABARAT 

NIM.014271971 
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PANDUAN WAWANCARA 

A. Data Pelaksanaan Wawancara 

I. Lokasi wawancara : Rumah Sakit Umum Dr. FL. Tobing Sibolga 

2. Tanggal wawancara : 20 Nopember 2008 

3. Jam wawancara : 10.00 WIB 

B. Identitas Responden 

I. Nama : dr. Lubuk P. Saing 

2. NIP : 140169588 

3. Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Dr. FL.Tobing Sibolga 

4. SKPD (Unit Kerja) : Rumah Sakit Umum Sibolga 

C. Butir Pertanyaan 

I. Apakah Bapak diikutsertakan dalam penyusunan APBD kota Sibolga tahun 2007? 

2. Bagaimanakan sistem penyusunan APBD kota Sibolga tahun 2007 ? 

3. Apakah SKPD Bapak menyusun RKA untuk APBD tahun 2007 

4. Apakah ada ditampung dalam anggaran Bapak untuk pembelian obat-obatan 
rumah sakit umum ? 

5. 	Pihak rumah sakit masih melakukan pemungutan biaya perobatan terhadap 
masyarakat sedangkan obat-obatan ditanggung oleh pemerintah. Mengapa hal 
tersebut bisa terjadi ? 

6. Apakah Bapak mengetahui prinsip-prinsip penganggaran secara umum ? 

Pewawancara, 

AGUSTINUS HUTABARA T 

NIM.014271971 
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Nama Responden 

Tempat Wawancara 

Tanggal Wawancara 

lam Wawancara 

lsi Wawancara 

PeneJiti (P) 

Responden (R) 

P 

R 
P 

R 

P 

R 
P 

R 

P 
R 
Pewawancara, 

TRANSKRIP W A W ANCARA 

Dr. Lubuk P. Saing 

Kamar kerja Direktur RSU FL. Tobing Sibolga 

20 Nopember 2008 

10.00 WIB 

Apakah Bapak diikutsertakan dalam penyusunan APBD 
kola Sibolga lahun 2007 ? 
lkut, sepanjang pembahasan penyusunan APBD itu 
menyangkut unit keIja saya. 
Bagaimanakan sistem penyusunan APBD Kota Sibolga 
tahun 2007? 
Saya tidak tahu karena itu bukan bidang saya. 
Apakah SKPD Bapak menyusun RKA untuk APBD 
tahun 2007? 
Kalau RKA pasti ada disusun karena di situ tercantum 
target penerimaan dan pengeluaran untuk RSU ini. 
Apakah ada ditampung dalam anggaran Bapak untuk 
pembelian obat-obatan rumah sakit umum ? 
PasH ada. Pembelian obat ditampung dalam APBD. 
Pihak rumah sakit masih melakukan pemungutan biaya 
perobatan terhadap masyarakat sedangkan obat-obatan 
ditanggung oleh pemerintah. Mengapa hal tersebut bisa 
teljadi? 
Pemerintah Kola Sibolga masih menargetkan 
penerimaan untuk PAD dari rumah sakit sehingga pihak 
rumah sakit melakukan penagihan kepada setiap 
masyarakat yang mendapat pelayanan kecuali 
masyarakat yang membawa surat miskin. lika Pemkot 
Sibolga menghapus target penerimaan PAD tersebut kita 
juga tidak akan melakukan pemungutan retribusi dari 
masyarakat atau yang disebut dengan pengobatan gratis. 
Apakah Bapak mengetahui prinsip penganggaran ? 
Saya tidak mengerti tentang penganggaran. 

AGUSTINUS HUTABARAT 

NIM.014271971 
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PANDUAN WAWANCARA 

A. Data Pelaksanaan Wawancara 

J. Lokasi wawancara : Kantor Dinas Pendidikan Kota Sibolga 

2. Tanggal wawancara : 27 Nopember 2008 

3. Jam wawancara : 10.00WIB 

B. ldentitas Responden 

I. Nama : Drs. Rustam Manalu 

2.NIP : 131862385 

3. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga 

4. SKPD (Unit Kerja) : Dinas Pendidikan 

C. B utir Pertanyaan 

I. Apakah Bapak diikutsertakan dalam penyusunan APBD kola Sibolga tahun 2007? 

2. Bagaimanakan sistem penyusunan APBD kota SiboJga tahun 2007 ? 

3. Apakah SKPD Bapak menyusun RKA untuk APBD lahun 2007 

4. Dalam RKA Dinas Pendidikan alokasi anggaran dalam jumlah besar digunakan 
untuk kegiatan sosialisasi yang merupakan kegiatan yang berhubungan langsung 
dengan masyarakat tetapi dananya digunakan untuk membayar sejumlah honor 
bagi panitia pelaksana yang terdiri dari PNS. Apakah honor tersebut tidak 
menjadi tumpang tindih dengan anggaran untuk belanja pegawai seperti gaji dan 
tambahan penghasilan? 

5. 	Apakah Dinas Pendidikan memiliki program dan kegiatan pembangunan fisik 
sarana dan prasarana pendidikan? 

Pewawancara, 

AGUSTINUS HUTABARAT 

NIM.014271971 
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Nama Responden 

Tempat Wawancara 

Tanggal Wawancara 

Jam Wawancara 

lsi Wawancara 

Peneliti (P) 

Responden (R) 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

P 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Drs. Rustam Manalu 

Kamar kerja Kepala Dinas Pendidikan 

27 Nopember 2008 

10.00 WIB 

Apakah Bapak diikutsertakan dalam penyusunan APBD 
kota Sibolga tahun 2007 ? 
Terkadang ikut kalau saya tidak terlalu sibuk. Kalau lagi 
banyak tugas, untuk mengikuti rapat-rapat anggaran saya 
wakilkan kepada staf 
Bagaimanakan sistem penyusunan APBD Kota Sibolga 
tahun 2007? 
Katanya sistem anggaran sekarang sudah mengacu pada 
anggaran berbasis kinerja. 
Apakah SKPD Bapak menyusun RKA untuk APBD 
tahun 200n 
Kami menyusun RKA tetapi waktunya mengalami 
keterlambatan karena kemampuan yang terbatas. 
Menyusun RKA itu rumit sekali Iho Pak, semuanya 
harus terperinci. 
Dalam RKA Dinas Pendidikan alokasi anggaran dalam 

jumlah besar digunakan untuk kegiatan sosialisasi yang 
merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan 
masyarakat tetapi dananya digunakan untuk membayar 
sejumlah honor bagi panitia pelaksana yang terdiri dari 
PNS. Apakah honor tersebut tidak menjadi tumpang 
tindih dengan anggaran untuk belanja pegawai seperti 
gaji dan tambahan penghasilan? 
Semua kegiatan sosialisasi untuk menunjang 
pelaksanaan pendidikan di Kota Sibolga, memang 
dilaksanakan oleh panitia yang merupakan staf Dinas 
sehingga mereka mendapat honor dari kegiatan tersebut. 
Dan petunjuk pelaksanaannya dari Pemerintah Pusat 
juga demikian. Kalau kesalahan dalam penganggarannya 
kami kurang mengetahui karena kegiatan terse but 
dianggarkan secara per paket kegiatan. 
Apakah Dinas Pendidikan memiliki program dan 
kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana 
pendidi kan? 

14/41123.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



20 

R Program dan kegiatan kita banyak untuk pembangunan 
saran fisik terutama bangunan sekolah dasar yang danya 
bersumber dari DAK. Selain itu kita juga merencanakan 
kegiatan pembelian alat peraga dan komputer dalam 
rangka peningkatan kemampuan dasar para siswa SO. 

Pewawancara, 

AGUSTINUSHUTABARAT 

NIM.014271971 
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PANDUANWAWANCARA 

A. Data Pelaksanaan Wawancara 

J. Lokasi wawancara : Kantor Dinas Kimpraswil Kota SiboJga 

2. Tanggal wawancara : 28 Nopember 2008 

3. Jam wawancara : 15.00WIB 

B. Identitas Responden 

I. Nama : Ir. Rizal Fachri Lubis 

2. NIP : 400035032 

3. Jabatan : Kepala Dinas Kimpraswil Kota Sibolga 

4. SKPD (Unit Kerja) : Dinas Kimpraswll 

c. Butlr Pertanyaan 

1. Apakah Bapak diikutsertakan dalam penyusunan APBD kota Sibolga tahun 2007? 

2. Bagaimanakan sistem penyusunan APBD kota Sibolga tahun 2007 ? 

3. Apakah SKPD Bapak menyusun RKA untuk APBD tahun 2007 

4. 	 Dalam RKA Dinas Kimpraswil terdapat banyak proyek fisiko Apakah usulan 
proyek tersebut berasaJ dari masyarakat? 

5. 	 Mengapa proyek fisik yang diusulkan masyarakat melaIui musrenbang tidak 
ditampung semua daIam RKA Kimpraswil? 

6. Apakah Kimprawil memiliki proyek titipan dari pihak-pihak tertentu? 

7. 	 Apakah Kimprawil mengalokasikan anggarannya dalam RKA untuk 
pembangunan sarana perdagangan? 

Pewawancara, 

AGUSTINUS HUTABARAT 

NIM.014271971 

14/41123.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



22 

Nama Responden 

Tempat Wawancara 

TanggaJ Wawancara 

Jam Wawancara 

lsi Wawancara 

Peneliti (P) 

Responden (R) 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

TRANSKRIP W A W ANCARA 

Ir. Rizal Fachri Lubis 

Kamar kerja KepaJa Dinas Kimpraswil 

28 Nopember 2008 

15.00 WIB 

Apakah Bapak diikutsertakan dalam penyusunan A?BD 
kota Sibolga tahun 2007 ? 
Saya selalu ikut dalam rapat anggaran sepanjang ada 
undangan. 
Bagaimanakan sistem penyusunan A?BD Kota Sibolga 
tahun 2007? 
Saya kira masih seperti tahun-tahun yang lalu belum ada 
perubahan. Cuma tahun 2007 banyak dokumen yang 
harus disiapkan dengan bermacam-macam istilah. 
Apakah SKPD Bapak menyusun RKA untuk A?BD 
tahun 20077 
RKA salah satu dokumen yang baru yang harus 
disiapkan oleh unit kerja. Kaml ada menyusun RKA tapi 
terkadang kanti pun tidak mengerti apa gunanya RKA 
itu. 
Dalam RKA Dinas Kimpraswil terdapat banyak proyek 
fisiko Apakah usulan proyek tersebut berasal dad 
masyarakat? 
Seharusnya semua proyek itu harus melalui usulan 
masyarakat tapi dalam prakteknya tidak mudah untuk 
melaksanakannya. Tidak semua proyek Kimpraswil 
berasal dari usulan masyarakat bahkan lebih banyak 
proyek yang bersifat dadakan yang asal usulnya bukan 
daTi masyarakat. 
Mengapa proyek fisik yang diusulkan masyarakat 
melalui musrenbang tidak ditampung semua dalam RKA 
Kimpraswil? 
Dana anggaran yang dialokasikan untuk Dinas 
Kimpraswil sangat terbatas sedangkan kegiatan banyak 
yang akan dilakukan termasuk beberapa proyek yang 
belum siap pada tahun-tahun sebelumnya. Namun 
walaupun begitu tahun depan akan kita tindaklanjutl 
usulan masyarakat itu. 
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p Apakah Kimprawil memiliki proyek titipan dad pihak­
pihak tertentu? 

R Saya tidak tau membedakan proyek titipan dengan 
proyek dadakan. Yang jelas dalam penyusunan rencana 
proyek banyak usulan proyek itu datangnya mendadak 
dan harus ditampung dalam APBD. 

p Apakah Kimprawil mengalokasikan anggarannya 
dalam RKA untuk pembangunan sarana perdagangan? 

R U ntuk tahun 2007 kita tidak ada mengalokasikan 
anggaran untuk peni ngkatan sarana dan prasarana 
perdagangan. Mungkin untuk tahun depan kita akan 
megusulkan beberapa proyek pembangunan pasar di 
beberapa lokasi agar pasar yang ada sekarang tidak 
terlalu padat. 

Pewawancara, 

AGUSTINUS HUTABARAT 

NIM.014271971 
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PANDUAN WAWANCARA 

A. Pllta Pelaksanaan Wawancara 

I. Lokasi wawancara : Kantor Koperasi dan UKM 

2. Tanggal wawancara : 02 Desember 2008 

3. Jam wawancara : 10.00 WIB 

B. Identitas RespOnden 

I. Nama : Drs. Johannes Saragih 

2. NIP 

3. Jabatan : Kepala Kantor Koperasi dan UKM 

4. SKPD (Unit Kerja) : Kantor Koperasi dan UKM 

C. Butir Pertanyaan 

I. Apakah Bapak diikutsertakan dalam penyusunan APBD kOla Sibolga tahun 200?? 

2. Bagaimanakan sistem penyusunan APBD kola Sibolga tahun 2007? 

3. Apakah SKPD Bapak menyusun RKA untuk APBD tahun 2007 

4. 	Dalam RKA Kantor Koperasi & UKM program dan kegiatannya sangat sedikit. 
Apakah dalam pengusulan renja tidak banyak kegiatan yang diusulkan? 

5. Kantor Koperasi dan UKM adalah unit kerja teknis dalam upaya pencaipaian visi 
misi Kota Sibo!ga. Apa program kantor Koperasi dan UKM dalam upaya 
pencapaian visi dan misi itu? 

Pewawancara, 

AGUSTINUSHUTABARAT 

NIM. 014271971 
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Nama Responden 

Tempat Wawancara 

TanggaJ Wawaneara 

Jam Wawaneara 

lsi Wawaneara 

Peneliti (P) 

Responden (R) 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

P 

TRANSKRIP W A W ANCARA 

Drs, Johannes Saragih 

Kamar kerja Kepala Kantor Koperasi dan UKM 

02 Desember 2008 

10,00 WlB 

Apakah Bapak diikutsertakan dalam penyusunan APBD 
kota Sibolga tahun 2007 ? 
Saya ikut dalam rapat penyusunan anggaran sepanjang 
rapat tersebut tentang anggaran Kantor saya. 
Bagaimanakan sistem penyusunan APBD KOla Sibolga 
tahun 2007? 
Saya kurang tahu sistem apa yang digunakan sekarang, 
soalnya penyusunan dan pengusulan anggaran sekarang 
sangat rumi! dan berbelit-belit. Lebih bagus lagi sistem 
yang lama padahal hasilnya begitu-begitu saja tidak ada 
perubahan. 
Apakah SKPD Bapak menyusun RKA untuk APBD 
tahun2007? 
Kami menyusun RKA tapi tidak tahu apa itu sudah benar 
atau masih salah kemudian waktu penyampaiannya pun 
mengalami keterlambatan, Soalnya menyusun RKA itu 
bukan pekerjaan yang mudah. Hampir semua unit kerja 
mengeluh menyusun RKA dan tidak tahu kita kemana 
minta petunjuk, Yang penting RKA kita sudah siap. 
Dalam RKA Kantor Koperasi & UKM program dan 
kegiatannya sangat sedikit. Apakah dalam pengusulan 
renja tidak banyak kegiatan yang diusulkan? 
Kita sudah mengusul kan program dan kegiatan dalam 
usaha peningkatan perkoperasian dan usaha kedl 
menengah. Masing-masing kegiatan tersebut 
membutuhkan dukungan dana dalam jurnlah yang besar 
seperti pemberian dana bergulir bagi koperasi dan 
pengusaha keeil menengah. Tetapi dana yang 
diaJokasikan ke unit kerja kita sanga! kecil sehingga kita 
hanya mampu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi 
dan pemahaman tentang peningkatan usaha. 
Kantor Koperasi dan UKM adalah unit kerja teknis 
dalam upaya peneaipaian visi misi Kota Sibolga. Apa 
program kantor Koperasi dan UKM dalam upaya 
pencapaian visi dan misi itu? 
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R 


Pewawancara, 

Sebenamya kita sudah membuat program dan kegiatan 
dalam usaha perwujudan visi dan misi seperti rencana 
pemberian tambahan modal kerja bagi koperasi yang 
kinerjanya baik, pemberian dana bergulir bagi pengusaha 
pengolahan ikan untuk dapa! meningkatkan kualitas 
pengolahan ikannya karena Sibolga itu penghasil ikan 
terbesar di Pantai Bara! Sumu! ini. Semuanya ito 
direncanakan agar Sibolga itu benar-benar sebagai posat 
perdagangan bokan hanya di angan-angan saja. Tapi 
alokasi anggaran yang berikan untuk kantor kita selatu 
kecil, harnpir tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. 
Sehingga rencana tetap menjadi rencana sulit 
mewujudkan menjadi kenyataan. 

AGUSTINUS HUTABARAT 

NIM. ()14271971 
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PANDVANWAWANCARA 

A. Data Pelaksanaan Wawancara 

I. Lokasi wawancara : Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

2. Tanggal wawancara : 08 Desember 2008 

3. Jam wawancara : II.OOWIB 

B. Identilas Responden 

I. Nama : Drs. Benjamin Tarigan 

2. NIP : 010097421 

3. Jabalan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

4. SKPD (Vnil Kerja) : Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

C. Bulir Pertanyaan 

I. Apakah Bapak diikutsertakan dalam penyusunan APBD kota Sibolga tahun 20071 

2. Bagaimanakan sistem penyusunan APBD kOla SiboJga tahun 2007? 

3. Apakah SKPD Bapak menyusun RKA untuk APBD tahun 2007 

4. Dalam RKA Dinas Perindag tidak banyak program dan kegiatan yang mendukung 
terwujudnya visi dan misi Kota Sibolga. Semerntara visi kota Sibolga adalah 
tentang perdagagan. Mengapa demikian? 

5. 	 Apa usaha Dinas Perindag agar mendapat tambahan anggaran dari tahun ke 
tahun? 

Pewawancara, 

AGVSTINVS HVTABARAT 

NIM.014271971 

14/41123.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



28 

Nama Responden 

Tempat Wawaneara 

Tanggal Wawaneara 

Jam Wawancara 

lsi Wawancara 

Peneliti (P) 

Responden (R) 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Drs. Benjamin Tarigan 

Kamar kerja Kepala Dinas Perindag 

08 Desember 2008 

11.00 WIB 

Apakah Bapak diikutsertakan dalam penyusunan APBD 
kota Sibolga tahun 2007 ? 
Saya ikut kalau ada undangan tapi kalau undangan ngak 
ada saya ngak datang. Pem bahasan anggaran khan ada 
termin-terminnya. 
Bagaimanakan sistem penyusunan APBD Kota Sibolga 
tahun 2007? 
Saya tidak tahu betul si stem apa yang digunakan dalam 
penyusunan anggaran sekarang. Tetapi yang jelas sistem 
apa pun yang digunakan kalau penetapan angka-angka di 
APBD begini juga tidak ada manfaatnya. 
Apakah unit kerja Bapak menyusun RKA untuk APBD 
tahun 2007 
Kami sudah menyusun RKA, Renja, Renstra dan entah 
dokumen apa lagi itu saya sudah lupa karena banyaknya. 
Kalau dihitung-hitung dalam waktu satu tahoo itu kerja 
kita hanya menyiapkan dokumen anggaran saja karena 
dokumennya hanyak dan rumit sedangkan yang 
mengarahkan pengisian dokumen tidak ada semua serba 
menafsir. 
Dalam RKA Dinas Perindag tidak banyak program dan 
kegiatan yang mendukung terwujudnya visi dan misi 
Kota Sibolga. Semerntara visi kota Sibolga adalah 
tentang perdagagan. Mengapa demikian? 
Dari tahun ke tahun kita mengusulkan dana anggaran 
dialokasikan dalam jumlah yang lebih besar kepada 
Dinas Perindag karena visi misi kita adalah tentang 
perdagangan. Tetapi kita hanya memperoleh anggaran 
yang sangat keeil dari tahun ke tahoo sehingga kita 
hanya mampu membuat program dan kegiatan pelatihan 
saja. Sedangkan program kita untuk peningkatan sarana 
perdagangan terpaksa kita eliminasi. 
Apa usaha Dinas Perindag agar mendapat tambahan 
anggaran dari tabun ke tahun? 
Kalau ditanya mengenai usaha, sudah banyak usaha 
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yang kita lakukan mulai melobby kabag keuangan, 
anggota DPRD serta melakukan presentasi di depan 
kepala unit kerja dan Bapak Walikota tetapi anggaran 
kita tidak pernah ditambah. Bertambah pun hanya untuk 
gaji pegawai. Akhirnya kita pasrah saja, berapa yang 
dialokasikan untuk dinas Perindag itulah yang kita 
gunakan dan pertanggungjawabkan. 

Pewawancara, 

AGUSTINUS HUTABARAT 

NIM.014271971 
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